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ransformasi produk unggulan daerah
menjadi strategi kunci dalam
mendukung pencapaian prioritas                             
.

T
pembangunan daerah dalam kerangka
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD). Kota Bogor menunjukkan
perkembangan signifikan dalam
pengembangan produk unggulan berbasis
UMKM melalui hilirisasi dan digitalisasi. Artikel
ini bertujuan untuk menganalisis transformasi
tersebut dalam kaitannya dengan visi, misi, dan
indikator kinerja RPJMD Kota Bogor, khususnya
dalam penguatan ekonomi lokal, peningkatan
daya saing, dan pembangunan inklusif. Metode
yang digunakan adalah teknik analisis konten
(content analysis) terhadap dokumen kebijakan
dan statistik daerah. Hasil kajian menunjukkan
bahwa integrasi sektor perdagangan, industri
pengolahan, dan digitalisasi UMKM menjadi
instrumen utama dalam mendukung
pencapaian target RPJMD.

Kata kunci: RPJMD, produk unggulan daerah, UMKM,
digitalisasi, ekonomi lokal

1. Pendahuluan
RPJMD Kota Bogor 2021–2026 menegaskan
arah pembangunan daerah yang berorientasi
pada peningkatan kualitas hidup masyarakat
dan daya saing ekonomi daerah. Visi
pembangunan yang dirumuskan, yaitu:
“Terwujudnya Kota Bogor sebagai kota yang
maju, nyaman, dan berkelanjutan” (RPJMD
Kota Bogor 2021–2026),
dijabarkan ke dalam misi strategis, antara lain
peningkatan daya saing ekonomi daerah,
pengembangan ekonomi berbasis potensi
lokal, serta pemerataan kesejahteraan
masyarakat. Dalam konteks ini, pengembangan
produk unggulan daerah menjadi instrumen
strategis dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
(Kementerian PPN/Bappenas, 2022; Porter,
1990).
Sejumlah studi telah mengkaji peran UMKM
dalam pembangunan ekonomi lokal serta
pentingnya produk unggulan daerah dalam
meningkatkan daya saing (Tambunan, 2019;
Blakely & Leigh, 2013). 

Alun-Alun Kota Bogor. (Sumber: travel.kompas.com)
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Namun demikian, sebagian besar penelitian
masih berfokus pada aspek umum seperti
peningkatan kapasitas usaha, akses
pembiayaan, dan pemasaran, serta belum
secara spesifik mengaitkan transformasi
produk unggulan dengan kerangka kebijakan
pembangunan daerah, khususnya dokumen
perencanaan strategis seperti RPJMD.

Di sisi lain, kajian mengenai digitalisasi UMKM
umumnya menekankan aspek adopsi teknologi
dan pemanfaatan platform digital (Brynjolfsson
& McAfee, 2014; UNCTAD, 2021), tetapi belum
banyak yang mengintegrasikan peran sektor
ekonomi informal, seperti pedagang kaki lima
(PKL), dalam dinamika transformasi ekonomi
daerah. Padahal, sektor informal memiliki
kontribusi signifikan dalam penciptaan
lapangan kerja dan distribusi ekonomi lokal
(Chen, 2012).

Lebih lanjut, terdapat keterbatasan studi yang
mengaitkan secara empiris antara struktur
ekonomi daerah berbasis Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) dengan pengembangan
produk unggulan sebagai bagian dari strategi
hilirisasi ekonomi (Kaplinsky & Morris, 2001). 

Keterkaitan antara sektor dominan dalam
PDRB—seperti perdagangan dan industri
pengolahan—dengan praktik pengembangan
produk unggulan daerah masih belum banyak
dikaji secara komprehensif.
Dengan demikian, belum terdapat kajian
yang secara simultan mengintegrasikan
produk unggulan daerah, struktur PDRB,
digitalisasi, dan indikator RPJMD dalam satu
kerangka analitis berbasis kebijakan daerah.
Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini
menawarkan kontribusi dengan:
(1) mengintegrasikan analisis produk unggulan
daerah dengan kerangka RPJMD Kota Bogor,
(2) mengaitkan transformasi ekonomi lokal
dengan struktur PDRB sektoral, serta
(3) memasukkan peran UMKM dan PKL dalam
konteks digitalisasi dan pembangunan inklusif.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya
memberikan kontribusi akademik, tetapi juga
relevansi praktis dalam perumusan kebijakan
pembangunan daerah. Sejalan dengan hal
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis transformasi produk unggulan
daerah di Kota Bogor dalam kaitannya dengan
struktur ekonomi, digitalisasi, dan pencapaian
indikator kinerja RPJMD.

Pelaku UMKM Kota Bogor. (Sumber: dinamikanews.co.id)
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2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Kebijakan

2.1 Produk Unggulan dalam Perspektif RPJMD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) merupakan dokumen
perencanaan strategis yang menjadi pedoman
pemerintah daerah dalam melaksanakan
pembangunan selama periode lima tahun.
Salah satu fokus utama dalam RPJMD adalah
pengembangan produk unggulan daerah
sebagai upaya meningkatkan daya saing
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Produk unggulan daerah merupakan produk
yang memiliki keunggulan komparatif dan
kompetitif karena didukung oleh ketersediaan
sumber daya lokal, keterampilan masyarakat,
serta peluang pasar yang potensial. Melalui
pengembangan produk unggulan, pemerintah
daerah diharapkan mampu menciptakan
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan serta memperkuat identitas
ekonomi daerah (Kementerian PPN/Bappenas,
2020). 

Dalam perspektif pembangunan ekonomi
daerah, produk unggulan berfungsi sebagai
penggerak utama (leading sector) yang
mampu menciptakan efek berganda (multiplier
effect) terhadap sektor ekonomi lainnya.
Pengembangan produk unggulan tidak hanya
berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi
juga mencakup penguatan rantai nilai (value
chain), peningkatan kualitas produk, inovasi,
akses pembiayaan, serta perluasan pasar.

Menurut Blakely dan Leigh (2013),
pembangunan ekonomi lokal (Local Economic
Development) menekankan pemanfaatan
sumber daya dan potensi daerah secara
optimal melalui kolaborasi antara pemerintah,
dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Pendekatan ini memungkinkan daerah untuk
mengembangkan keunggulan lokal menjadi
sumber pertumbuhan ekonomi yang berdaya
saing tinggi. 

Selain memberikan kontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi, pengembangan
produk unggulan juga memiliki peran penting
dalam mendukung pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan. 

Produk unggulan yang dikelola secara efektif
dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,
memperluas kesempatan kerja, mengurangi
kemiskinan, dan mendorong tumbuhnya usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Oleh karena itu, RPJMD perlu memuat
kebijakan yang mendukung pengembangan
produk unggulan melalui penyediaan
infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber
daya manusia, penguatan kelembagaan usaha,
serta fasilitasi pemasaran dan digitalisasi
produk. Dengan demikian, produk unggulan
tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi
juga sarana untuk mewujudkan pembangunan
daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing
(Todaro & Smith, 2020). 

Produk unggulan Kota Bogor. (Sumber: antarafoto.com)
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2.2 Keunggulan Kompetitif dan Hilirisasi
Keunggulan kompetitif merupakan
kemampuan suatu daerah atau organisasi
untuk menciptakan nilai yang lebih tinggi
dibandingkan pesaing melalui pemanfaatan
sumber daya, inovasi, kualitas produk, maupun
strategi diferensiasi yang efektif. Dalam konteks
pembangunan daerah, keunggulan kompetitif
menjadi faktor penting dalam meningkatkan
daya saing ekonomi lokal dan memperkuat
posisi produk unggulan di pasar.

Porter (1990) menjelaskan bahwa keunggulan
kompetitif dapat dibangun melalui
kemampuan menghasilkan produk yang unik,
efisien, berkualitas tinggi, serta mampu
memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih
baik dibandingkan kompetitor. Oleh karena itu,
pemerintah daerah perlu mendorong
pengembangan inovasi, peningkatan kapasitas
sumber daya manusia, dan penguatan
ekosistem bisnis agar produk unggulan daerah
memiliki daya saing yang berkelanjutan.

Salah satu strategi untuk memperkuat
keunggulan kompetitif adalah melalui hilirisasi
produk. Hilirisasi merupakan proses
peningkatan nilai tambah suatu komoditas
melalui pengolahan lebih lanjut sebelum
dipasarkan kepada konsumen. Pendekatan ini
bertujuan untuk mengurangi ketergantungan
pada penjualan bahan mentah serta
meningkatkan kontribusi ekonomi yang
diperoleh masyarakat dan daerah.

Menurut Kaplinsky dan Morris (2001),
penciptaan nilai tambah dalam suatu rantai
nilai (value chain) terjadi ketika pelaku usaha
mampu melakukan transformasi produk,
meningkatkan kualitas, memperluas fungsi
pemasaran, dan mengembangkan inovasi yang
memberikan manfaat ekonomi lebih besar.
Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya
meningkatkan harga jual produk, tetapi juga
memperkuat posisi pelaku usaha lokal dalam
rantai pasok nasional maupun global.

Dalam perspektif pembangunan daerah,
hilirisasi produk unggulan memiliki dampak
yang signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan
peningkatan pendapatan masyarakat. 

Produk lokal yang diolah menjadi produk
bernilai tambah tinggi cenderung memiliki
daya saing yang lebih kuat dibandingkan
produk primer yang dijual tanpa proses
pengolahan. Selain itu, hilirisasi dapat
mendorong tumbuhnya industri pendukung,
memperluas jaringan pemasaran, serta
meningkatkan investasi di daerah. Oleh karena
itu, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan
strategi hilirisasi ke dalam perencanaan
pembangunan melalui dukungan kebijakan,
penguatan teknologi produksi, akses
pembiayaan, dan pengembangan kemitraan
usaha sehingga produk unggulan daerah
mampu menjadi motor penggerak
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
(Porter, 1990; Kaplinsky & Morris, 2001).

2.3 Digitalisasi sebagai Agenda RPJMD
Transformasi digital menjadi salah satu agenda
strategis dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena
berperan penting dalam meningkatkan
kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi,
serta daya saing ekonomi daerah. Digitalisasi
tidak hanya berkaitan dengan penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga
mencakup perubahan cara kerja, tata kelola,
dan pola interaksi antara pemerintah, dunia
usaha, dan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah,
penerapan teknologi digital memungkinkan
pemerintah daerah untuk menyediakan
layanan yang lebih cepat, transparan,
akuntabel, dan mudah diakses oleh
masyarakat. Oleh karena itu, banyak
pemerintah daerah menjadikan transformasi
digital sebagai salah satu prioritas
pembangunan guna mendukung terciptanya
pemerintahan yang efektif dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat (Kementerian
PPN/Bappenas, 2020).

Sentuhan digital,
dampak maksimal

untuk ekonomi lokal
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Dari perspektif ekonomi, digitalisasi
berkontribusi terhadap peningkatan
produktivitas, efisiensi operasional, dan
perluasan akses pasar bagi pelaku usaha.
Brynjolfsson dan McAfee (2014) menjelaskan
bahwa perkembangan teknologi digital telah
mengubah cara organisasi dan individu
menciptakan nilai ekonomi melalui otomatisasi,
pemanfaatan data, kecerdasan buatan, serta
konektivitas yang semakin luas. Dalam era
ekonomi digital, pelaku usaha, termasuk usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dapat
memanfaatkan platform digital untuk
memperluas jangkauan pemasaran,
meningkatkan interaksi dengan konsumen,
serta mengoptimalkan proses bisnis. Dengan
demikian, digitalisasi menjadi instrumen
penting dalam meningkatkan daya saing
produk unggulan daerah dan memperkuat
ekonomi lokal di tengah persaingan global
yang semakin ketat.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi,
digitalisasi juga memiliki peran strategis dalam
mendukung pembangunan berkelanjutan dan
tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance). Pemanfaatan teknologi digital
memungkinkan integrasi data pembangunan,
peningkatan kualitas pengambilan keputusan
berbasis data (data-driven decision making),
serta penguatan transparansi dan partisipasi
masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh
karena itu, RPJMD perlu mengintegrasikan
kebijakan transformasi digital ke dalam
berbagai sektor pembangunan, termasuk
pelayanan publik, pendidikan, kesehatan,
ekonomi kreatif, dan pengembangan produk
unggulan daerah. Dengan dukungan
infrastruktur digital yang memadai,
peningkatan literasi digital masyarakat, serta
penguatan kapasitas sumber daya manusia,
digitalisasi dapat menjadi katalisator bagi
percepatan pembangunan daerah yang
inovatif, inklusif, dan berdaya saing tinggi
(Brynjolfsson & McAfee, 2014; Mergel, Edelmann,
& Haug, 2019).

2.4. Tantangan Pengembangan Produk
Unggulan Daerah
Pengembangan produk unggulan daerah di
Kota Bogor tidak terlepas dari berbagai
tantangan yang dapat mempengaruhi
efektivitas implementasi kebijakan RPJMD.

Meskipun pemerintah daerah telah mendorong
penguatan ekonomi lokal melalui
pemberdayaan UMKM, hilirisasi produk, dan
transformasi digital, masih terdapat berbagai
hambatan yang perlu mendapat perhatian.
Tantangan-tantangan tersebut tidak hanya
bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan
aspek sumber daya manusia, kelembagaan,
dan dinamika pasar yang semakin kompetitif.
Salah satu tantangan utama adalah resistensi
sebagian pelaku usaha kecil dan menengah
terhadap adopsi teknologi digital. Banyak
pelaku usaha yang masih mengandalkan
metode pemasaran konvensional dan memiliki
keterbatasan literasi digital sehingga belum
mampu memanfaatkan platform digital secara
optimal. Kondisi ini menyebabkan proses
transformasi digital berjalan lebih lambat
dibandingkan target yang diharapkan. Padahal,
digitalisasi merupakan salah satu instrumen
penting untuk memperluas akses pasar dan
meningkatkan daya saing produk unggulan
daerah (Brynjolfsson & McAfee, 2014).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan
keterbatasan infrastruktur pendukung,
terutama akses internet dan teknologi
informasi yang belum merata pada seluruh
wilayah pengembangan ekonomi. Meskipun
Kota Bogor relatif memiliki infrastruktur digital
yang lebih baik dibandingkan daerah lain,
masih terdapat kesenjangan pemanfaatan
teknologi di kalangan pelaku usaha mikro dan
usaha rumah tangga. Selain itu, keterbatasan
akses terhadap pembiayaan, teknologi
pengolahan, dan pendampingan usaha juga
menjadi faktor yang menghambat proses
hilirisasi produk unggulan.
Di sisi lain, persaingan pasar yang semakin
terbuka menuntut produk unggulan daerah
untuk memiliki kualitas, inovasi, dan diferensiasi
yang lebih baik. Produk lokal tidak hanya
bersaing dengan produk dari daerah lain di
Indonesia, tetapi juga dengan produk impor
yang memiliki skala produksi dan jaringan
pemasaran yang lebih kuat. Oleh karena itu,
strategi pengembangan produk unggulan
perlu diarahkan pada peningkatan kualitas
produk, sertifikasi, penguatan merek
(branding), dan inovasi berkelanjutan agar
mampu mempertahankan keunggulan
kompetitif di pasar regional maupun nasional.
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INPUT
(Potensi Lokal)

Sumber daya alam
Sumber daya manusia
UMKM
Produk unggulan daerah
Dukungan kebijakan RPJMD

PROSES
(Transformasi Produk)

Hilirisasi produk
Inovasi produk
Penguatan rantai nilai
Digitalisasi pemasaran
Penguatan kelembagaan
Kemitraan usaha

OUTPUT
Peningkatan nilai tambah produk
Peningkatan daya saing daerah
Pertumbuhan UMKM
Peningkatan investasi
Peningkatan pendapatan masyarakat

OUTCOME RPJMD
Pertumbuhan ekonomi daerah
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Penguatan ekonomi lokal
Pencapaian indikator RPJMD

2.5. Kerangka Konseptual Pengembangan Produk Unggulan Daerah
Reviewer juga tepat ketika meminta adanya kerangka konseptual. Tanpa kerangka tersebut,
hubungan antara RPJMD, produk unggulan, hilirisasi, dan digitalisasi masih terlihat terpisah-pisah.

Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan bahwa pengembangan produk unggulan
daerah berawal dari potensi lokal yang dimiliki Kota Bogor, meliputi sumber daya alam, sumber
daya manusia, UMKM, dan dukungan kebijakan pembangunan daerah. Potensi tersebut kemudian
ditransformasikan melalui berbagai proses strategis, seperti hilirisasi produk, inovasi, digitalisasi
pemasaran, penguatan rantai nilai, dan pengembangan kemitraan usaha. Proses transformasi
tersebut diharapkan menghasilkan peningkatan nilai tambah produk, daya saing ekonomi daerah,
dan pertumbuhan usaha lokal yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pencapaian indikator
pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor. 
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3. Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif dengan teknik analisis
konten (content analysis) terhadap dokumen
kebijakan dan data statistik daerah. Analisis
dilakukan untuk mengidentifikasi keterkaitan
antara arah kebijakan pembangunan daerah
dengan strategi pengembangan produk
unggulan di Kota Bogor.

Sumber data penelitian terdiri atas: (1)
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun
2025–2029, (2) data Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) Kota Bogor menurut lapangan
usaha periode 2020–2024, dan (3) data
perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) Kota Bogor pada periode
2020–2024 yang diperoleh dari publikasi resmi
pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik
(BPS). Rentang waktu tersebut dipilih untuk
menggambarkan kondisi ekonomi daerah
sebelum dan selama periode awal
implementasi RPJMD.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan,
yaitu reduksi data, kategorisasi tema kebijakan,
dan interpretasi hubungan antara kebijakan
RPJMD dengan kondisi ekonomi daerah. Fokus
analisis diarahkan pada kebijakan
pengembangan produk unggulan,
peningkatan daya saing daerah, hilirisasi
produk, serta transformasi digital yang
mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Hasil
analisis kemudian digunakan untuk menilai
sejauh mana kebijakan RPJMD mendukung
pengembangan produk unggulan dan
memberikan rekomendasi strategis bagi
Pemerintah Kota Bogor.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Transformasi Produk Unggulan sebagai
Implementasi RPJMD
Pengembangan produk talas menjadi berbagai
produk olahan merupakan bentuk
implementasi strategi hilirisasi ekonomi yang
selaras dengan misi RPJMD dalam
meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah
(Kaplinsky & Morris, 2001).

4.2 UMKM dan Indikator Kinerja RPJMD
RPJMD Kota Bogor menetapkan indikator
kinerja utama yang berkaitan dengan ekonomi,
seperti:

pertumbuhan ekonomi daerah 
penurunan tingkat pengangguran 
peningkatan jumlah UMKM 

Dalam hal ini, UMKM berperan sebagai
penggerak utama pencapaian indikator
tersebut (BPS Kota Bogor, 2025; Tambunan,
2019).

4.3 PKL dalam Perspektif Pembangunan
Inklusif
RPJMD juga menekankan pembangunan
inklusif yang melibatkan seluruh lapisan
masyarakat. PKL sebagai bagian dari ekonomi
informal memiliki kontribusi penting dalam:

menciptakan lapangan kerja 
meningkatkan akses ekonomi masyarakat 
mendukung distribusi produk lokal 

Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi inklusif
(Chen, 2012).

4.4 Digitalisasi UMKM dan Target RPJMD
Digitalisasi UMKM menjadi bagian dari
indikator transformasi ekonomi daerah, antara
lain:

peningkatan jumlah UMKM digital 
peningkatan akses pasar 
peningkatan produktivitas 

Pemanfaatan teknologi digital oleh UMKM Kota
Bogor menunjukkan keselarasan dengan
agenda RPJMD (Brynjolfsson & McAfee, 2014;
UNCTAD, 2021).

Ilustrasi penelitian. (Sumber: canva.com)
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No
Isu Strategis

RPJMD

Indikator
Kinerja
RPJMD

Kondisi Empiris
(Artikel)

Kontribusi Produk
Unggulan

Rekomendasi
Kebijakan

1 Peningkatan
daya saing
ekonomi daerah

Pertumbuhan
ekonomi (%)

Ekonomi didominasi
sektor perdagangan
sebesar ±19,2% pada
tahun 2024 (BPS
Kota Bogor, 2025)

Produk unggulan
meningkatkan
aktivitas
perdagangan dan
nilai tambah

Penguatan
hilirisasi produk
lokal berbasis
UMKM

2 Penguatan
UMKM

Jumlah
UMKM aktif &
produktif

UMKM berkembang
di sektor kuliner,
kreatif, oleh-oleh

Produk talas,
asinan, dan inovasi
lokal memperluas
pasar UMKM

Digitalisasi UMKM
dan akses
pembiayaan

3 Penurunan
pengangguran

Tingkat
penganggura
n terbuka
(TPT)

PKL dan UMKM
menyerap tenaga
kerja informal

PKL sebagai
inkubator usaha
dan penyedia
lapangan kerja

Formalisasi
bertahap dan
pembinaan PKL

4 Pembangunan
ekonomi inklusif

Indeks Gini /
pemerataan
pendapatan

Sektor informal
berperan besar
dalam ekonomi lokal

Produk unggulan
berbasis
komunitas
meningkatkan
distribusi
pendapatan

Pemberdayaan
ekonomi rakyat
berbasis
komunitas

5 Transformasi
digital daerah

Jumlah
UMKM go
digital

UMKM mulai
memanfaatkan
marketplace & media
sosial

Produk lokal
menjangkau pasar
nasional melalui
digitalisasi

Pelatihan digital
dan integrasi
platform e-
commerce

6 Pengembangan
pariwisata
daerah

Jumlah
kunjungan
wisatawan

Wisata kuliner dan
oleh-oleh menjadi
daya tarik

Produk unggulan
(talas, asinan)
mendukung
ekonomi wisata

Integrasi produk
unggulan dengan
paket wisata

7 Peningkatan
nilai tambah
ekonomi

PDRB sektor
industri
pengolahan

Hilirisasi produk
pertanian menjadi
produk olahan

Talas diolah
menjadi produk
bernilai tinggi

Pengembangan
klaster industri
pengolahan lokal

4.5 Keterkaitan dengan PDRB dan Target Pembangunan
Struktur PDRB Kota Bogor menunjukkan dominasi sektor perdagangan, industri pengolahan, dan
jasa, yang menjadi fokus pengembangan dalam RPJMD. Kontribusi sektor perdagangan sekitar
19% mencerminkan pentingnya distribusi produk unggulan dalam ekonomi daerah (BPS Kota
Bogor, 2025). Untuk memperkuat keterkaitan antara hasil analisis dengan arah kebijakan
pembangunan daerah, berikut disajikan pemetaan antara temuan penelitian dengan indikator
kinerja RPJMD Kota Bogor.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa transformasi produk unggulan memiliki kontribusi langsung
terhadap pencapaian indikator RPJMD, khususnya dalam aspek daya saing ekonomi, inklusivitas,
dan digitalisasi. Tabel keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan produk unggulan
daerah tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi lokal, tetapi juga berkontribusi
langsung terhadap pencapaian indikator kinerja RPJMD. Dengan demikian, kebijakan penguatan
produk unggulan perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan daerah
yang berkelanjutan dan inklusif.
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No

Aspek

Transformasi

Produk Unggulan

Isu Strategis

RPJMD

Indikator Kinerja

RPJMD
Rekomendasi Kebijakan

1 Penguatan produk

unggulan berbasis

UMKM

Rendahnya daya

saing produk lokal

Pertumbuhan UMKM

dan kontribusi

ekonomi lokal

Pelatihan kewirausahaan,

peningkatan kualitas produk,

dan fasilitasi sertifikasi

2 Hilirisasi produk

unggulan

Rendahnya nilai

tambah produk

lokal

Peningkatan nilai

tambah sektor

unggulan

Pengembangan industri

pengolahan, kemitraan usaha,

dan penguatan rantai nilai

(value chain)

3 Digitalisasi

pemasaran produk

Terbatasnya akses

pasar

Persentase UMKM

yang memanfaatkan

platform digital

Pengembangan marketplace,

pelatihan pemasaran digital,

dan literasi teknologi

4 Inovasi produk

berbasis potensi

lokal

Kurangnya

diferensiasi produk

Jumlah produk

unggulan inovatif

Dukungan riset dan

pengembangan, inkubasi

bisnis, serta kolaborasi

dengan perguruan tinggi

5 Penguatan jejaring

pemasaran

Keterbatasan akses

pasar regional dan

nasional

Peningkatan volume

penjualan produk

unggulan

Promosi terpadu, partisipasi

dalam pameran, dan

pengembangan kemitraan

bisnis

4.6. Keterkaitan dengan RPJMD 
Untuk memastikan bahwa pengembangan produk unggulan daerah selaras dengan arah
kebijakan pembangunan, diperlukan pemetaan yang jelas antara hasil analisis dan indikator
kinerja RPJMD. Tabel berikut menunjukkan keterkaitan antara transformasi produk unggulan Kota
Bogor dengan isu strategis, indikator kinerja, serta rekomendasi kebijakan yang relevan.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengembangan produk unggulan daerah memiliki
keterkaitan langsung dengan berbagai isu strategis yang tercantum dalam RPJMD Kota Bogor.
Upaya penguatan UMKM, hilirisasi produk, dan digitalisasi pemasaran merupakan strategi yang
dapat mendukung peningkatan daya saing ekonomi daerah. Selain itu, inovasi produk dan
perluasan akses pasar juga berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, transformasi produk unggulan perlu diintegrasikan
secara sistematis ke dalam program dan kegiatan pembangunan daerah agar memberikan
dampak yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 
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5. Implikasi Kebijakan Berbasis RPJMD
Berdasarkan analisis, strategi kebijakan yang
relevan dengan RPJMD meliputi:

Penguatan hilirisasi produk unggulan
daerah 
Digitalisasi UMKM berbasis inklusivitas 
Pengembangan klaster ekonomi lokal 
Pemberdayaan PKL sebagai bagian
ekonomi formal 
Integrasi produk unggulan dengan sektor
pariwisata 

Strategi ini mendukung pencapaian visi RPJMD
dalam menciptakan kota yang berdaya saing
dan berkelanjutan.

6. Kesimpulan
Transformasi produk unggulan Kota Bogor dari
talas hingga digital menunjukkan keselarasan
yang kuat dengan visi, misi, dan indikator
kinerja RPJMD. UMKM dan PKL menjadi aktor
utama dalam mendorong ekonomi inklusif,
sementara digitalisasi menjadi akselerator
utama dalam meningkatkan daya saing.
Dengan kebijakan yang tepat dan berbasis
data, produk unggulan daerah dapat menjadi
motor penggerak pembangunan ekonomi Kota
Bogor yang berkelanjutan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa transformasi
produk unggulan—dari komoditas tradisional
seperti talas menjadi produk olahan bernilai
tambah hingga pemasaran berbasis digital—
merupakan proses strategis yang didukung
oleh struktur ekonomi daerah yang didominasi
sektor perdagangan, industri pengolahan, dan
jasa.

Penelitian ini menegaskan bahwa UMKM dan
pedagang kaki lima (PKL) memiliki peran
sentral sebagai aktor ekonomi lokal yang tidak
hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi, tetapi juga terhadap pencapaian
indikator kinerja RPJMD, seperti peningkatan
daya saing daerah, penyerapan tenaga kerja,
dan penguatan ekonomi inklusif. Digitalisasi
terbukti menjadi akselerator utama dalam
memperluas akses pasar dan meningkatkan
efisiensi, sehingga memperkuat posisi produk
unggulan daerah dalam ekosistem ekonomi
modern (Brynjolfsson & McAfee, 2014; UNCTAD,
2021).

Selain itu, keterkaitan antara struktur PDRB dan
pengembangan produk unggulan
menunjukkan bahwa strategi hilirisasi ekonomi
lokal memiliki relevansi tinggi dalam kebijakan
pembangunan daerah (Kaplinsky & Morris, 2001;
Porter, 1990). Dengan demikian, penguatan
produk unggulan daerah tidak hanya
berdampak pada peningkatan nilai ekonomi,
tetapi juga menjadi instrumen kebijakan dalam
mencapai target RPJMD secara terukur dan
berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan
kontribusi dengan mengintegrasikan perspektif
akademik dan kebijakan dalam analisis produk
unggulan daerah. Temuan ini menegaskan
bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi
lokal di Kota Bogor sangat bergantung pada
sinergi antara inovasi produk, digitalisasi
UMKM, pemberdayaan sektor informal, serta
dukungan kebijakan yang berbasis data dan
terarah.

Pengesahan RPJMD Kota Bogor 2025–2029. (Sumber: bogor24update.id)
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Rekomendasi Strategis
Sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian,
terdapat tiga rekomendasi strategis yang dapat
dipertimbangkan dalam kerangka kebijakan
pembangunan daerah di Kota Bogor. Pertama,
penguatan hilirisasi produk unggulan berbasis
UMKM melalui pengembangan klaster industri
lokal, peningkatan kualitas produk, dan
dukungan sertifikasi guna meningkatkan nilai
tambah dan daya saing. Kedua, percepatan
digitalisasi UMKM secara inklusif, termasuk
pelatihan literasi digital, integrasi dengan
platform e-commerce, serta penguatan
infrastruktur digital untuk memperluas akses
pasar. Ketiga, pemberdayaan sektor informal
(PKL) secara terstruktur dan berkelanjutan,
melalui penataan kawasan, fasilitasi legalitas
usaha, serta integrasi ke dalam ekosistem
ekonomi formal guna mendukung pencapaian
indikator RPJMD terkait inklusivitas dan
pemerataan ekonomi.
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Analisis Dinamika Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap
PDRB Sektor Industri Kota
Bogor Tahun 2016-2025 

Penulis : Julindi Diva Yanus - Universitas Negeri Semarang

enelitian ini bertujuan untuk
menganalisis dinamika Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah                  
.

P
(TKD) terhadap Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
sektor industri pengolahan di Kota Bogor.
Penelitian menggunakan pendekatan
kuantitatif dengan metode time series pada
periode 2016–2025. Data yang digunakan
merupakan data sekunder yang bersumber
dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor dan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
(DJPK) Kementerian Keuangan.
Teknik analisis yang digunakan adalah regresi
Ordinary Least Squares (OLS) dengan tahapan

pengujian stasioneritas menggunakan uji
Augmented Dickey-Fuller (ADF), transformasi
data melalui second differencing, serta uji
diagnostik untuk memastikan kelayakan
model. Hasil penelitian diharapkan dapat
memberikan gambaran mengenai dinamika
hubungan antara PAD, TKD, dan kinerja sektor
industri pengolahan, serta menjadi bahan
evaluasi bagi pemerintah daerah dalam
merancang kebijakan fiskal yang lebih efektif
untuk mendukung penguatan sektor industri
dan peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Kata Kunci: PAD, TKD, PDRB ADHB Industri, Kota Bogor

Ilustrasi pendapatan. (Sumber: canva.com)
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PENDAHULUAN

I. Latar Belakang
Kota Bogor merupakan salah satu kota di
Provinsi Jawa Barat yang memiliki posisi
strategis sebagai bagian dari wilayah
metropolitan Jabodetabek. Dikenal sebagai
“Kota Hujan”, kota ini tidak hanya menjadi pusat
pendidikan dan pariwisata, tetapi juga
berkembang sebagai kawasan industri dan
perdagangan yang mendukung perekonomian
nasional. Kota Bogor menjadi kawasan
penyangga mobilitas tenaga kerja Jakarta,
sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi
yang dinamis dari tahun ke tahun.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas
Dasar Harga Berlaku (ADHB) menjadi indikator
utama yang menggambarkan kinerja
perekonomian daerah. Sektor industri
pengolahan merupakan salah satu
penyumbang terbesar PDRB Kota Bogor karena
mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah
signifikan dan memicu multiplier effect
terhadap sektor-sektor pendukung lainnya.

Namun, peran sektor industri pengolahan
terhadap PDRB ADHB kota mengalami tren
menurun yaitu dari 19,6% (2021) menjadi 18,53%
(2023), sebagaimana tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Bogor Tahun 2025-2029.
Penurunan kontribusi ini menjadi masalah
struktural yang perlu mendapat perhatian
serius, karena dapat menghambat pencapaian
target pertumbuhan ekonomi dan penyerapan
lapangan kerja di masa mendatang.

Sementara itu, Transfer ke Daerah yang
selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang
bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara dan merupakan bagian dari
belanja negara yang dialokasikan dan
disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh
daerah dalam rangka mendanai
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah. Keduanya
menjadi pilar utama pembiayaan
pembangunan daerah, termasuk
pengembangan sektor industri.

 Gambar 1. Grafik PDRB Sektor Industri Tahun 2016-2025 
 Sumber; BPS Kota Bogor

Dalam konteks pembiayaan daerah,
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan
pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

 Gambar 2. Perbandingan TKD dan PAD Tahun 2016-2025. 
 Sumber; DJPK KEMENKEU

Kebijakan pemangkasan TKD secara nasional
oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari
penyesuaian fiskal telah menimbulkan
kekhawatiran bagi banyak daerah, termasuk
Kota Bogor. Pemangkasan ini berpotensi
mengurangi ruang fiskal daerah dalam
mendanai program prioritas, khususnya
penguatan sektor industri. Pada grafik di atas,
tren TKD dan PAD di Kota Bogor periode 2016–
2025 menunjukkan dinamika yang berbeda.
TKD cenderung fluktuatif dengan penurunan
pada periode awal dan stabilisasi di tahun-
tahun berikutnya, sedangkan PAD
menunjukkan peningkatan yang konsisten dan
bahkan melampaui TKD mulai tahun 2022
hingga 2025. Pola ini mengindikasikan bahwa
PAD semakin menjadi andalan pembiayaan
daerah, meskipun TKD tetap berperan penting
sebagai sumber dana eksternal.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai
pengaruh TKD dan PAD terhadap PDRB ADHB
sektor industri pengolahan di Kota Bogor
menjadi sangat penting. Penelitian ini
diharapkan mampu memberikan pemahaman
mendalam tentang dinamika kedua variabel
tersebut serta menghasilkan rekomendasi
kebijakan yang tepat guna mengoptimalkan
pembiayaan daerah, memperkuat sektor
industri pengolahan, dan mendukung
pertumbuhan ekonomi Kota Bogor yang
inklusif dan berkelanjutan.
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II. Rumusan Masalah
1.Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli

Daerah (PAD) terhadap PDRB ADHB sektor
industri pengolahan di Kota Bogor?

2.Bagaimana pengaruh Transfer ke Daerah
(TKD) terhadap PDRB ADHB sektor industri
pengolahan di Kota Bogor?

3.Apakah PAD dan TKD secara simultan
berpengaruh terhadap PDRB ADHB sektor
industri pengolahan di Kota Bogor?

LANDASAN TEORI
Teori Desentralisasi Fiskal (Fiscal Federalism)
menjadi landasan utama dalam menganalisis
hubungan antara sumber pembiayaan daerah
(PAD dan TKD) dengan kinerja sektor ekonomi
seperti industri pengolahan. Teori ini, yang
dikembangkan oleh Oates (1999), menyatakan
bahwa desentralisasi fiskal memungkinkan
pemerintah daerah lebih responsif dan efisien
dalam mengalokasikan sumber daya karena
lebih memahami kebutuhan lokal
dibandingkan pemerintah pusat. Dalam
konteks Indonesia, PAD sebagai pendapatan
endogen diharapkan memberikan fleksibilitas
lebih besar untuk mendanai belanja produktif,
sedangkan TKD berfungsi sebagai instrumen
perimbangan fiskal untuk mengurangi
kesenjangan antardaerah. Jika alokasi dana
tersebut diarahkan ke sektor basis seperti
industri, maka seharusnya terjadi multiplier
effect yang positif terhadap PDRB. 

Teori Flypaper Effect melengkapi pemahaman
tentang perilaku pemerintah daerah dalam
menggunakan dana transfer. Teori ini
menyatakan bahwa dana transfer dari
pemerintah pusat (TKD) cenderung “nempel”
pada belanja daerah dan mendorong
peningkatan pengeluaran lebih besar
dibandingkan peningkatan PAD yang setara,
karena dana transfer sering dianggap sebagai
“uang gratis” (Inman, 2008). 

Teori Crowding-Out Effect juga relevan untuk
menjelaskan kemungkinan dampak negatif
dari peningkatan dana daerah. Menurut teori
ini, peningkatan belanja pemerintah yang tidak
tepat sasaran dapat mengurangi ruang fiskal
swasta atau menggeser alokasi sumber daya
dari sektor produktif ke belanja non-produktif,
sehingga menghambat pertumbuhan sektor
industri (Carrasco, 1998).

Industri pengolahan makanan. (Sumber: canva.com)
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Variabel Keterangan Sumber

PDRB

Sektor

Industri

Nilai tambah bruto

sektor industri

pengolahan atas

dasar harga berlaku

(ADHB) yang

menjadi indikator

utama kinerja

sektor industri di

Kota Bogor.

BPS Kota

Bogor

Pendapatan

Asli Daerah

(PAD)

Pendapatan daerah

yang bersumber

dari dalam wilayah

Kota Bogor sendiri,

meliputi pajak dan

retribusi daerah

serta hasil

pengelolaan

kekayaan daerah.

DJPK

KEMENKEU

Transfer Ke

Daerah

(TKD)

Dana transfer dari

pemerintah pusat

ke Pemerintah Kota

Bogor yang

mencakup DAU,

DAK, DBH, dan

bentuk transfer

lainnya.

DJPK

KEMENKEU

Variabel
First

Differencing
I(1)

Second
Differencing

I(2)

PDRB Sektor
Industri

0,183 0,0248

PAD 0,0386 0,0006

TKD 0,0226 0,0002

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian
kuantitatif dengan pendekatan time series.
Jenis data yang digunakan adalah data
sekunder periode 2016-2025. Seluruh data
diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota
Bogor dan Direktorat Jendral Perimbangan
Keuangan (DJPK) Kementrian Keuangan.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
mengunduh data tahunan secara langsung
dari portal resmi, kemudian dilakukan
pembersihan dan penyesuaian agar tidak
terdapat missing value pada periode yang
diteliti. Adapun 3 variable yang digunakan,
yaitu:

Teknik analisis data yang digunakan adalah
model Ordinary Least Squares (OLS). Analisis
dilakukan dengan software Stata 17 dengan
tahapan sebagai berikut: (1) uji stasioneritas
(Augmented Dickey-Fuller), (2) first differencing,
(3) second differencing, (4) estimasi model OLS,
dan (5) uji diagnostik (autokorelasi,
multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan
normalitas residual).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi model regresi Ordinary Least
Squares (OLS) setelah seluruh variabel
mengalami second differencing (I(2))
menunjukkan bahwa perubahan kedua
(second difference) Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan Transfer Ke Daerah (TKD) secara
simultan berpengaruh signifikan terhadap
perubahan kedua PDRB sektor industri Kota
Bogor. Hal ini dibuktikan melalui uji simultan
(F-test) dengan nilai Prob > F sebesar 0,0412
yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Nilai
koefisien determinasi (R-squared) sebesar
0,7209 menunjukkan bahwa sekitar 72,09%
variasi perubahan kedua PDRB sektor industri
dapat dijelaskan oleh perubahan kedua PAD
dan TKD, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh
faktor lain di luar model seperti investasi swasta,
tenaga kerja, kondisi ekonomi makro dan
lainnya.

Sebelum melakukan estimasi, seluruh variabel
telah melalui pengujian stasioneritas untuk
menghindari regresi lancung (spurious
regression). Nilai p-value hasil uji Augmented
Dickey-Fuller (ADF) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Stasioner (ADF)
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Secara parsial, variabel PAD memiliki koefisien
negatif sebesar -0,0000348 dengan p-value
0,021. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan
perubahan kedua PAD cenderung diikuti oleh
penurunan perubahan kedua PDRB sektor
industri. Sementara itu, variabel TKD juga
memiliki koefisien negatif sebesar -0,000026
dengan p-value 0,066, yang berarti tidak
signifikan pada tingkat 5%. Dengan demikian,
baik PAD maupun TKD menunjukkan
hubungan negatif terhadap dinamika
pertumbuhan sektor industri pengolahan
dalam jangka pendek.

Secara teoritis, hasil negatif ini tidak
sepenuhnya sejalan dengan Teori Desentralisasi
Fiskal (Oates, 1972) yang menyatakan bahwa
peningkatan kapasitas fiskal daerah seharusnya
memperkuat kemampuan daerah dalam
mendorong pembangunan ekonomi lokal. 

Namun, temuan ini lebih konsisten dengan
Teori Flypaper Effect (Hines & Thaler, 1995), di
mana dana transfer cenderung mendorong
peningkatan belanja pemerintah daerah tetapi
tidak selalu menghasilkan output produktif
yang signifikan.

Selain itu, hasil ini juga dapat dikaitkan dengan
Crowding-Out Effect (Barro, 1990), yaitu kondisi
ketika belanja pemerintah yang kurang tepat
sasaran berpotensi menghambat efektivitas
investasi sektor produktif.

Hubungan negatif statistik ini juga kuat
mengindikasikan adanya omitted variable bias,
di mana model belum mengontrol variabel riil
eksternal yang paling dominan mempengaruhi
output manufaktur, yaitu Investasi dan Tenaga
Kerja (beserta UMK).

Sebagai sektor yang padat modal (capital
intensive), output PDRB industri sangat
bergantung pada masuknya investasi swasta
untuk pembaruan mesin dan ekspansi pabrik.
Di sisi lain, Kota Bogor menghadapi tren
kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) yang
agresif setiap tahunnya.

Bagi industri pengolahan, upah merupakan
komponen biaya produksi terbesar. 

Kenaikan UMK yang tidak dibarengi dengan
peningkatan produktivitas tenaga kerja akan
langsung menggerus margin keuntungan.

Pengabaian kedua faktor fundamental ini
dalam model regresi menyebabkan efek
distorsi, sehingga peningkatan fiskal daerah
(PAD dan TKD) terlihat berjalan berlawanan
arah dengan pertumbuhan sektor industri yang
sedang tertekan oleh tingginya biaya modal
dan upah di lapangan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Solim
(2017) yang menyatakan bahwa PAD maupun
dana transfer tidak selalu berdampak positif
terhadap pertumbuhan sektor tertentu apabila
alokasi belanja tidak diarahkan pada sektor
produktif.

Oleh karena itu, hubungan negatif dalam
penelitian ini dapat mengindikasikan adanya
mismatch kebijakan fiskal, yaitu peningkatan
penerimaan daerah belum diikuti dengan
peningkatan belanja produktif yang
mendukung sektor industri pengolahan.

Hal ini juga sejalan dengan Notonegoro &
Rustam (2021) yang menekankan bahwa
dampak PAD terhadap pertumbuhan ekonomi
akan terbatas apabila tidak disertai reformasi
pengeluaran daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota
Bogor disarankan untuk memperkuat prioritas
belanja produktif melalui peningkatan porsi
belanja modal dari PAD dan TKD, terutama
untuk pembangunan infrastruktur pendukung
industri seperti akses transportasi, energi, serta
fasilitas kawasan industri.

Selain itu, pemerintah daerah dapat
memberikan insentif fiskal berupa keringanan
pajak dan retribusi bagi pelaku usaha industri,
serta melakukan optimalisasi pendapatan
daerah yang berkaitan langsung dengan
aktivitas industri.

Dengan demikian, peningkatan PAD dan TKD
tidak hanya bersifat nominal, tetapi juga
mampu memberikan dampak riil terhadap
pertumbuhan sektor industri dan kemandirian
fiskal daerah.
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi Ordinary Least
Squares (OLS) dengan data time series Kota
Bogor periode 2016–2025, dapat disimpulkan
bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
Transfer Ke Daerah (TKD) secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap perubahan
PDRB ADHB sektor industri pengolahan di Kota
Bogor. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Prob > F
sebesar 0,0412 yang lebih kecil dari tingkat
signifikansi 0,05.

Secara parsial, hasil estimasi menunjukkan
bahwa PAD berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap perubahan PDRB sektor industri,
dengan p-value sebesar 0,021. Sementara itu,
TKD juga memiliki pengaruh negatif terhadap
PDRB sektor industri.

Temuan ini mengindikasikan bahwa
peningkatan penerimaan fiskal daerah belum
secara otomatis mendorong percepatan
pertumbuhan sektor industri pengolahan.
Hubungan negatif ini disebabkan oleh adanya
mismatch struktural, di mana proporsi
penggunaan anggaran daerah masih condong
pada pembiayaan belanja rutin dan aparatur
daerah (seperti belanja pegawai dan
operasional) ketimbang belanja fungsi
ekonomi. 

Selain itu, model ini juga belum mengontrol
faktor riil eksternal seperti fluktuasi investasi
swasta dan tingginya beban Upah Minimum
Kota (UMK) yang langsung menekan margin
laba industri manufaktur di lapangan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bogor
disarankan untuk meningkatkan proporsi
belanja modal produktif yang diarahkan pada
penguatan sektor industri. Secara spesifik,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) harus mendukung melalui percepatan
pembangunan dan perbaikan akses jalan
logistik menuju kawasan industri guna
memangkas biaya transportasi. Selanjutnya,
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu
menyusun skema insentif fiskal seperti
keringanan pajak daerah atau kemudahan
perizinan guna merangsang masuknya
investasi baru. Terakhir, Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) disarankan untuk mengoptimalkan
pelatihan vokasi berbasis kemitraan dengan
sektor swasta agar produktivitas tenaga kerja
lokal meningkat sebanding dengan laju
kenaikan UMK. Melalui koordinasi lintas sektor
ini, peningkatan PAD dan TKD tidak hanya
bersifat nominal, tetapi juga mampu
memberikan dampak riil terhadap
pertumbuhan sektor industri dan kemandirian
fiskal daerah. 
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Membangun Kota
Halal Berbasis Sains:
Peluang Inovasi dan Keunggulan Bogor
di Era Ekonomi Global

onsep Kota Halal tidak hanya berkaitan
dengan aspek religius, tetapi juga
mencerminkan integrasi antara standarK

kesehatan, keamanan produk, keberlanjutan
lingkungan, serta inovasi ilmu pengetahuan
dan teknologi. Dalam konteks global, ekonomi
halal telah berkembang menjadi salah satu
sektor strategis yang memberikan kontribusi
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
dunia.
Artikel ini membahas peluang pengembangan
Kota Halal di Bogor sebagai pusat inovasi                    
.

berbasis sains dan teknologi dengan merujuk
pada regulasi nasional serta potensi lokal yang
dimiliki. Metode yang digunakan adalah
pendekatan deskriptif-analitis dengan
mengkaji kebijakan, literatur ilmiah, serta
kondisi empiris. Hasil pembahasan
menunjukkan bahwa Bogor memiliki peluang
besar untuk menjadi model Kota Halal berbasis
sains melalui penguatan riset, kolaborasi lintas
sektor, dan optimalisasi potensi daerah.

Kata kunci: Kota Halal, Bogor, inovasi, ekonomi halal, sains
dan teknologi

Logo Halal. (Sumber: canva.com)



PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi halal global
menunjukkan tren yang semakin meningkat
dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan
laporan State of the Global Islamic Economy
Report (DinarStandard, 2023), pengeluaran
konsumen Muslim dunia pada sektor makanan
halal, keuangan syariah, fesyen muslim, farmasi,
kosmetik, media, dan pariwisata terus
mengalami pertumbuhan yang signifikan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi halal
telah berkembang menjadi salah satu sektor
ekonomi global yang memiliki potensi besar
dan daya saing tinggi.

Meskipun memiliki potensi pasar yang besar,
kontribusi Indonesia dalam rantai nilai industri
halal global masih belum optimal dibandingkan
dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki.
Beberapa kendala yang dihadapi meliputi
rendahnya tingkat sertifikasi halal pada pelaku
usaha, keterbatasan riset dan inovasi, serta
belum terintegrasinya pengembangan industri
halal antar sektor. Kondisi tersebut mendorong
pemerintah untuk menyusun berbagai regulasi
dan kebijakan yang bertujuan memperkuat
tata kelola ekosistem halal, meningkatkan
kepastian hukum, dan mempercepat
pertumbuhan ekonomi halal nasional.

"Pemerintah Indonesia telah menetapkan
berbagai regulasi untuk mendukung ekosistem
halal, antara lain melalui Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal...". Pemerintah telah menetapkan berbagai
regulasi untuk mendukung ekosistem halal,
seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal yang kemudian
diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023. Regulasi ini menjadi landasan
penting dalam menjamin kepastian hukum,
meningkatkan kepercayaan konsumen, serta
mendorong daya saing produk nasional di
pasar global.

Namun demikian, pengembangan ekosistem
halal tidak cukup hanya melalui regulasi.
Diperlukan pendekatan yang lebih
komprehensif, yaitu melalui pembangunan
kawasan atau kota yang mengintegrasikan
prinsip halal dalam berbagai aspek kehidupan.

Konsep Kota Halal menjadi salah satu solusi
strategis dalam mewujudkan hal tersebut,
dengan menggabungkan nilai religius, standar
ilmiah, dan inovasi teknologi.

KOTA HALAL SEBAGAI EKOSISTEM ILMIAH

Kota Halal merupakan konsep pengembangan
wilayah yang mengintegrasikan prinsip halal
dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.
Konsep ini tidak hanya berfokus pada
penyediaan produk bersertifikat halal, tetapi
juga menciptakan ekosistem yang mendukung
gaya hidup halal secara menyeluruh.

Dalam perspektif ilmiah, konsep Kota Halal
mencakup beberapa komponen utama yang
saling terintegrasi dalam mendukung
pembangunan ekonomi dan sosial berbasis
prinsip halal. Menurut Islamic Development
Bank dan laporan State of the Global Islamic
Economy Report (DinarStandard, 2023),
pengembangan ekosistem halal tidak hanya
berfokus pada produk, tetapi juga mencakup
tata kelola, inovasi, keberlanjutan, dan layanan
pendukung lainnya.

Komponen 1
Pertama, standarisasi produk halal berbasis
sains. Proses jaminan halal memerlukan
pengujian laboratorium, sistem sertifikasi yang
kredibel, serta pemanfaatan teknologi untuk
menjamin kehalalan dan keamanan produk.
Menurut Badan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal, sertifikasi halal merupakan
instrumen penting untuk memberikan
kepastian hukum dan perlindungan bagi
konsumen terhadap produk yang beredar di
masyarakat.

Komponen 2
Kedua, inovasi dalam bidang teknologi pangan
dan farmasi halal. Penelitian dan
pengembangan menjadi faktor penting dalam
menciptakan produk halal yang berkualitas,
aman, dan mampu bersaing di pasar global.
Menurut Halal Science, inovasi teknologi
berperan dalam pengembangan bahan baku,
proses produksi, hingga metode verifikasi halal
yang lebih akurat dan efisien (Rahman et al.,
2021).
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Komponen 3
Ketiga, pengelolaan lingkungan yang
berkelanjutan. Konsep halal tidak hanya
berkaitan dengan aspek konsumsi, tetapi juga
mencakup prinsip keberlanjutan
(sustainability). Beekun dan Badawi (2005)
menjelaskan bahwa prinsip Islam mendorong
pemanfaatan sumber daya secara bertanggung
jawab serta menjaga keseimbangan
lingkungan sebagai bagian dari pembangunan
yang berkelanjutan.

Komponen 4
Keempat, pengembangan pariwisata halal
berbasis budaya lokal. Pariwisata halal tidak
hanya menyediakan fasilitas ibadah dan
makanan halal, tetapi juga menghadirkan
pengalaman wisata yang sesuai dengan nilai-
nilai Islam tanpa menghilangkan karakteristik
budaya daerah. Menurut Global Muslim Travel
Index, ketersediaan layanan halal menjadi salah
satu faktor utama dalam meningkatkan daya
tarik destinasi wisata bagi wisatawan Muslim
global.

POTENSI BOGOR DALAM PENGEMBANGAN
KOTA HALAL

Bogor memiliki berbagai keunggulan yang
menjadikannya sebagai kandidat kuat dalam
pengembangan Kota Halal berbasis sains. Salah
satu keunggulan utama adalah keberadaan
berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset,
seperti Institut Pertanian Bogor (IPB), yang
memiliki kapasitas dalam menghasilkan
inovasi, melakukan penelitian, serta
menyediakan sumber daya manusia yang
kompeten.

Keberadaan institusi tersebut dapat menjadi
fondasi dalam pengembangan laboratorium
halal, riset bahan baku halal, serta inovasi
teknologi yang mendukung proses sertifikasi
dan pengawasan produk halal. Oleh karena itu,
strategi pengembangan Kota Halal di Bogor
perlu diarahkan pada penguatan kolaborasi
antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia
usaha melalui model triple helix untuk
mempercepat inovasi dan hilirisasi hasil
penelitian.

Selain itu, sektor UMKM di Bogor memiliki
peran strategis dalam pengembangan
ekonomi halal, khususnya pada sektor
makanan dan minuman. Namun, sebagian
UMKM masih menghadapi kendala dalam
aspek sertifikasi halal, digitalisasi usaha, dan
akses pasar yang lebih luas. Oleh karena itu,
strategi yang dapat dilakukan adalah
memperluas program pendampingan
sertifikasi halal, meningkatkan pelatihan
manajemen usaha berbasis digital, serta
membangun pusat inkubasi bisnis halal yang
terintegrasi dengan perguruan tinggi dan
lembaga pendamping UMKM.

Potensi lain yang dimiliki Bogor adalah sektor
pariwisata. Keberadaan kawasan wisata alam,
wisata edukasi, dan wisata budaya memberikan
peluang untuk mengembangkan konsep
pariwisata halal yang terintegrasi. Potensi ini
dapat dioptimalkan melalui penyediaan fasilitas
ramah Muslim, pengembangan destinasi
wisata berbasis budaya lokal, serta penguatan
promosi wisata halal berbasis teknologi digital.
Strategi tersebut diharapkan mampu
meningkatkan jumlah wisatawan sekaligus
memperkuat citra Bogor sebagai destinasi halal
yang kompetitif.

Di samping itu, kedekatan Bogor dengan
Jakarta memberikan keuntungan dalam akses
pasar, investasi, dan distribusi produk halal.
Posisi strategis ini memungkinkan Bogor
menjadi pusat produksi sekaligus distribusi
produk halal untuk wilayah Jabodetabek. Oleh
karena itu, pengembangan kawasan industri
halal dan pusat logistik halal menjadi strategi
yang relevan untuk meningkatkan daya saing
ekonomi halal daerah.

Kebun Raya Bogor. (Sumber: skycitytrans.com)
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TANTANGAN PENGEMBANGAN

Rendahnya Literasi Halal
Salah satu tantangan utama dalam
pengembangan Kota Halal di Bogor adalah
masih rendahnya literasi halal di kalangan
masyarakat dan pelaku usaha. Banyak pelaku
UMKM yang masih memandang sertifikasi halal
hanya sebagai persyaratan administratif, bukan
sebagai instrumen peningkatan kualitas dan
daya saing produk. Kondisi ini menyebabkan
rendahnya minat pelaku usaha untuk
mengurus sertifikasi halal serta kurangnya
pemahaman mengenai pentingnya penerapan
standar halal dalam seluruh rantai produksi.
Apabila kondisi ini tidak diatasi, maka upaya
pengembangan ekosistem halal akan berjalan
lambat karena partisipasi pelaku usaha sebagai
aktor utama ekonomi halal masih terbatas.

Akses Sertifikasi Halal
Tantangan berikutnya adalah akses terhadap
sertifikasi halal yang masih menjadi kendala
bagi sebagian pelaku UMKM. Meskipun
pemerintah telah menyediakan berbagai
program fasilitasi sertifikasi halal, masih
terdapat pelaku usaha yang mengalami
kesulitan dalam memenuhi persyaratan
administrasi, penyusunan dokumen Sistem
Jaminan Produk Halal (SJPH), serta
keterbatasan sumber daya manusia yang
memahami proses sertifikasi. Selain itu, bagi
sebagian UMKM, proses pendampingan dan
penyesuaian standar produksi memerlukan
biaya dan waktu tambahan yang tidak sedikit.
Akibatnya, jumlah produk bersertifikat halal
belum sebanding dengan potensi UMKM yang
dimiliki Kota Bogor.

Kurangnya Integrasi Antar Sektor
Tantangan lainnya adalah belum optimalnya
integrasi antar sektor dalam pengembangan
Kota Halal. Konsep Kota Halal pada dasarnya
membutuhkan keterlibatan berbagai
pemangku kepentingan, termasuk pemerintah
daerah, perguruan tinggi, lembaga sertifikasi,
pelaku usaha, komunitas masyarakat, dan
sektor pariwisata. Namun dalam praktiknya,
program yang dijalankan sering kali masih
bersifat sektoral dan belum terhubung dalam
satu kerangka pengembangan yang
terintegrasi.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan
tumpang tindih program, inefisiensi
penggunaan sumber daya, dan rendahnya
efektivitas implementasi kebijakan.

Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah
belum optimalnya pemanfaatan hasil riset dan
inovasi dalam pengembangan industri halal
daerah. Meskipun Bogor memiliki berbagai
institusi pendidikan dan penelitian yang
unggul, hasil riset yang dihasilkan belum
sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan
industri dan UMKM. Akibatnya, inovasi yang
dihasilkan belum memberikan dampak
signifikan terhadap peningkatan daya saing
produk halal maupun percepatan sertifikasi
halal berbasis teknologi.

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan
bahwa pengembangan Kota Halal di Bogor
memerlukan pendekatan yang komprehensif
dan kolaboratif. Oleh karena itu, diperlukan
strategi yang mampu meningkatkan literasi
halal, memperluas akses sertifikasi,
memperkuat integrasi antar sektor, serta
mengoptimalkan pemanfaatan sains dan
teknologi sebagai pendorong utama
pengembangan ekosistem halal daerah.

Produk makanan halal. (Sumber: canva.com)
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STRATEGI PENGEMBANGAN

Strategi Pengembangan Kota Halal Berbasis
Sains dan Teknologi di Bogor
Pengembangan Kota Halal di Bogor perlu
dilakukan melalui pendekatan yang
memanfaatkan keunggulan lokal yang dimiliki
daerah. Salah satu potensi utama Bogor adalah
keberadaan berbagai perguruan tinggi dan
pusat riset yang memiliki kapasitas dalam
bidang pangan, pertanian, farmasi, dan
teknologi. Oleh karena itu, strategi utama yang
dapat dilakukan adalah membangun
ekosistem inovasi halal berbasis kolaborasi
antara pemerintah daerah, perguruan tinggi,
lembaga penelitian, dan dunia usaha.
Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui
pengembangan pusat riset halal (Halal
Research Center) yang berfungsi sebagai pusat
penelitian, pengujian, sertifikasi, dan
pengembangan produk halal berbasis sains.

Strategi Berbasis Pusat Riset
Keberadaan institusi pendidikan dan penelitian
di Bogor dapat dimanfaatkan untuk
menghasilkan inovasi produk halal, teknologi
deteksi bahan non-halal, sistem ketertelusuran
(traceability) produk halal, serta
pengembangan bahan baku halal yang
memiliki daya saing global. Strategi ini tidak
hanya memperkuat aspek sertifikasi, tetapi juga
menjadikan Bogor sebagai pusat
pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi halal di Indonesia.

Strategi Penguatan UMKM Halal
Potensi besar UMKM di Kota Bogor perlu
diarahkan menjadi fondasi ekonomi halal
daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah
dapat membentuk program inkubasi bisnis
halal yang melibatkan perguruan tinggi,
lembaga sertifikasi halal, dan sektor industri.
Program ini dapat memberikan pendampingan
sertifikasi halal, pelatihan digitalisasi usaha,
pengembangan kemasan produk, hingga akses
pemasaran berbasis teknologi digital. Dengan
strategi tersebut, UMKM tidak hanya
memperoleh sertifikasi halal, tetapi juga
mampu meningkatkan daya saing dan
memperluas akses pasar.

Strategi Pariwisata Halal
Di sektor pariwisata, pengembangan Kota Halal
dapat dilakukan melalui integrasi antara wisata
alam, wisata edukasi, dan wisata halal. Bogor
memiliki berbagai destinasi yang dapat
dikembangkan sebagai kawasan wisata ramah
Muslim dengan penyediaan fasilitas ibadah,
restoran bersertifikat halal, informasi wisata
halal berbasis digital, serta promosi wisata yang
mengangkat identitas budaya lokal. Strategi ini
berpotensi meningkatkan kunjungan
wisatawan domestik maupun internasional
sekaligus memperkuat citra Bogor sebagai
destinasi wisata halal.

Strategi Digitalisasi dan Smart Halal City
Pemanfaatan teknologi informasi juga perlu
menjadi bagian utama dalam pengembangan
Kota Halal Bogor. Pemerintah daerah dapat
mengembangkan platform digital terpadu
yang memuat layanan sertifikasi halal, database
UMKM halal, peta destinasi wisata halal,
informasi produk halal lokal, serta sistem
monitoring dan evaluasi program. Konsep ini
sejalan dengan pengembangan Smart Halal
City yang mengintegrasikan prinsip halal
dengan transformasi digital.

Strategi Triple Helix
Untuk memastikan keberlanjutan program,
diperlukan model kolaborasi triple helix yang
melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dan
sektor industri. Pemerintah berperan sebagai
regulator dan fasilitator, perguruan tinggi
sebagai pusat riset dan inovasi, sedangkan
dunia usaha menjadi pelaksana sekaligus
pengguna hasil inovasi. Melalui sinergi tersebut,
potensi yang dimiliki Bogor dapat dioptimalkan
menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan
Kota Halal berbasis sains dan teknologi.

Perkuat UMKM dan Teknologi,
Bogor Siap Jadi

Pioneer Kota Halal
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KESIMPULAN

Untuk mewujudkan Bogor sebagai Kota Halal
berbasis sains dan teknologi, diperlukan
beberapa strategi utama, yaitu penguatan
ekosistem riset dan inovasi halal melalui
kolaborasi antara pemerintah, perguruan
tinggi, dan industri; peningkatan kapasitas
serta sertifikasi halal bagi UMKM;
pengembangan pariwisata halal berbasis
potensi lokal; pemanfaatan teknologi digital
dalam layanan dan pengawasan halal; serta
pembangunan kemitraan lintas sektor melalui
pendekatan triple helix. Strategi tersebut
diharapkan mampu mengoptimalkan potensi
yang dimiliki Bogor sekaligus mengatasi
berbagai tantangan dalam pengembangan
ekosistem halal yang berkelanjutan.

Secara strategis, pengembangan Kota Halal di
Bogor perlu difokuskan pada pembentukan
pusat riset dan inovasi halal yang didukung
oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian,
penguatan UMKM halal melalui pendampingan
dan sertifikasi, pengembangan destinasi wisata
halal, serta implementasi konsep Smart Halal
City berbasis teknologi digital. 

Dengan memanfaatkan keunggulan Bogor
sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan
inovasi, strategi tersebut dapat menjadi fondasi
dalam mewujudkan Bogor sebagai model Kota
Halal berbasis sains dan teknologi di Indonesia.
demikian, keberhasilan pengembangan Kota
Halal di Bogor tidak hanya bergantung pada
regulasi dan sertifikasi, tetapi juga pada
kemampuan mengintegrasikan riset, inovasi,
teknologi, dan kolaborasi lintas sektor dalam
satu ekosistem pembangunan yang
berkelanjutan.
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Lingkungan Kota Bogor. (Sumber: canva.com)
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P O T R E T

BATIK KOTA BOGOR
Merangkai Identitas, Menggerakkan Kreativitas

Di setiap goresan motif Batik Kota Bogor
tersimpan cerita tentang kota yang kaya
akan sejarah, budaya, dan pesona alam.
Motif khas seperti Kujang, Talas Bogor,
Pakuan Pajajaran, hingga keindahan flora
Kebun Raya Bogor menjadikan setiap
lembar batik memiliki identitas yang
unik. Tak sekadar busana, batik Bogor
adalah simbol kebanggaan daerah yang
terus dikenakan dari generasi ke
generasi.
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Penulis : Arliyah - Bapperida Kabupaten Belitung Timur

Strategi Penguatan
Hilirisasi Produk Talas 
Sebagai Produk Unggulan Daerah Kota Bogor

enelitian ini membahas penguatan
hilirisasi produk talas sebagai komoditas
unggulan Kota Bogor dalam rangka me-P

ningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Talas
telah lama dikenal sebagai produk khas yang
diolah menjadi berbagai makanan seperti lapis
talas, keripik, dan bolu, yang memiliki daya tarik
sebagai oleh-oleh wisata. Namun demikian,
pengembangan produk talas masih
menghadapi berbagai kendala, terutama pada
aspek hilirisasi, rantai pasok, standardisasi
produk, serta pemasaran dan branding.

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif dengan metode studi
literatur dan analisis data sekunder dari
dokumen pemerintah, Badan Pusat Statistik,
serta berbagai publikasi ilmiah terkait.

Hasil kajian menunjukkan bahwa potensi talas
sebagai produk unggulan belum dioptimalkan
akibat keterbatasan teknologi produksi,
lemahnya kemitraan antara petani dan pelaku
usaha, rendahnya kepemilikan sertifikasi
produk, serta belum kuatnya branding kolektif.
Penguatan hilirisasi melalui peningkatan
kapasitas produksi, integrasi rantai pasok,
fasilitasi sertifikasi, dan strategi branding
terpadu menjadi faktor kunci dalam
meningkatkan daya saing produk talas. Dengan
kebijakan yang terintegrasi, talas berpotensi
menjadi penggerak ekonomi lokal berbasis
UMKM dan agroindustri di Kota Bogor.

Kata Kunci : Hilirisasi; Talas Bogor; Produk Unggulan
Daerah; UMKM; Agroindustri

Produk Talas Kota Bogor. (Sumber: canva.com)
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PENDAHULUAN

Kota Bogor merupakan salah satu pusat
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat
yang memiliki posisi strategis sebagai daerah
penyangga kawasan metropolitan
Jabodetabek. Berdasarkan publikasi Badan
Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor, perekonomian
Kota Bogor pada tahun 2024 menunjukkan
kinerja yang positif dengan pertumbuhan
ekonomi sekitar 5,15 persen. Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran masih menjadi
penyumbang terbesar terhadap Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB), diikuti oleh
sektor Industri Pengolahan yang memiliki
peran penting dalam pembentukan nilai
tambah ekonomi daerah. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan,
industri pengolahan, serta usaha mikro, kecil,
dan menengah (UMKM) menjadi penggerak
utama perekonomian Kota Bogor. Dalam
konteks pembangunan daerah,
pengembangan produk unggulan daerah
(PUD) menjadi salah satu strategi penting
untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal,
memperluas kesempatan kerja, serta
memperkuat identitas dan karakteristik daerah.

Produk unggulan daerah merupakan produk
yang memiliki keunggulan komparatif dan
kompetitif, memanfaatkan sumber daya lokal,
serta mampu memberikan kontribusi terhadap
perekonomian masyarakat. Pengembangan
produk unggulan tidak hanya berorientasi pada
peningkatan produksi, tetapi juga pada
penciptaan nilai tambah melalui pengolahan,
inovasi, pemasaran, dan penguatan
kelembagaan usaha. Oleh karena itu, setiap
daerah perlu mengoptimalkan potensi sumber
daya yang dimiliki agar mampu menjadi
penggerak pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan.

Salah satu produk yang telah lama dikenal
sebagai identitas Kota Bogor adalah talas.
Komoditas ini memiliki nilai historis dan kultural
yang kuat serta telah berkembang menjadi
bahan baku berbagai produk olahan seperti
lapis talas, keripik talas, bolu talas, stik talas, dan
berbagai makanan ringan lainnya. Produk
tersebut tidak hanya dikonsumsi oleh
masyarakat lokal, tetapi juga menjadi salah satu
oleh-oleh khas yang banyak diminati wisatawan
yang berkunjung ke Kota Bogor. Kondisi ini
menunjukkan bahwa talas memiliki potensi
ekonomi yang besar untuk dikembangkan
sebagai produk unggulan daerah berbasis
agroindustri dan UMKM (Aqilla, 2022).

Dalam perspektif pembangunan ekonomi
daerah, pengembangan komoditas unggulan
memerlukan strategi hilirisasi yang terintegrasi.
Hilirisasi merupakan proses peningkatan nilai
tambah suatu komoditas melalui rangkaian
kegiatan yang mencakup pengolahan bahan
baku, diversifikasi produk, peningkatan kualitas,
pengemasan, standardisasi, sertifikasi, hingga
perluasan akses pemasaran.

Tujuan utama hilirisasi adalah mengurangi
ketergantungan pada penjualan bahan mentah
dan mendorong terciptanya produk bernilai
ekonomi lebih tinggi yang mampu
meningkatkan pendapatan pelaku usaha serta
memperkuat daya saing daerah.

Pada komoditas talas, hilirisasi tidak hanya
terbatas pada pengolahan menjadi berbagai
produk pangan seperti lapis talas, keripik, dan
bolu, tetapi juga mencakup penguatan rantai
pasok antara petani dan pelaku usaha,
pemenuhan standar mutu dan legalitas
produk, serta pembangunan branding yang
mampu meningkatkan posisi produk di pasar
regional maupun nasional.

Dengan demikian, hilirisasi menjadi instrumen
penting dalam mendorong transformasi
komoditas talas dari produk pertanian primer
menjadi produk agroindustri yang memiliki
nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi
(Suryana, 2020).

Daun talas. (Sumber: canva.com)
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Meskipun memiliki potensi yang besar,
pengembangan talas sebagai produk unggulan
daerah di Kota Bogor masih menghadapi
berbagai tantangan. Sebagian besar usaha
pengolahan talas masih didominasi oleh UMKM
dengan keterbatasan teknologi produksi dan
kapasitas usaha. Selain itu, rantai pasok antara
petani dan pelaku usaha pengolahan belum
terintegrasi secara optimal sehingga
ketersediaan bahan baku sering mengalami
fluktuasi baik dari sisi jumlah maupun kualitas.
Permasalahan lainnya meliputi rendahnya
kepemilikan sertifikasi dan legalitas produk,
keterbatasan akses pasar modern, serta belum
kuatnya branding kolektif “Talas Bogor” sebagai
identitas produk unggulan daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya
kesenjangan antara potensi komoditas talas
dengan tingkat pengembangannya saat ini.
Apabila tidak didukung oleh kebijakan yang
tepat, peluang pengembangan talas sebagai
penggerak ekonomi lokal akan sulit
dioptimalkan. Oleh karena itu, diperlukan kajian
mengenai strategi penguatan hilirisasi produk
talas sebagai produk unggulan daerah Kota
Bogor guna mengidentifikasi berbagai
permasalahan yang dihadapi serta
merumuskan rekomendasi kebijakan yang
dapat mendukung peningkatan nilai tambah,
daya saing, dan keberlanjutan usaha berbasis
talas di Kota Bogor.

PENDEKATAN KAJIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif untuk menganalisis pengembangan
produk talas sebagai produk unggulan daerah
di Kota Bogor. Pendekatan ini digunakan untuk
memahami fenomena secara mendalam
terkait kondisi hilirisasi, rantai pasok,
standardisasi produk, dan pemasaran tanpa
melakukan pengujian hipotesis statistik.

Metode yang digunakan adalah studi literatur
(library research) dengan dukungan data
sekunder. Data yang digunakan dalam kajian
ini bersifat kualitatif dan kuantitatif sekunder
yang diperoleh dari dokumen resmi
pemerintah, publikasi statistik, serta hasil
penelitian terdahulu.

SUMBER DATA 

Sumber data dalam kajian ini berasal dari data
sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber
utama, yaitu:

1.Dokumen resmi pemerintah daerah,
termasuk rencana pembangunan daerah
dan laporan perangkat daerah yang
menangani UMKM, perdagangan, dan
perindustrian.

2.Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota
Bogor dan BPS Provinsi Jawa Barat yang
mencakup data Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB), struktur ekonomi, serta data
sektor UMKM dan industri pengolahan.

3.Jurnal ilmiah nasional dan internasional
yang membahas hilirisasi, agroindustri, dan
pengembangan produk unggulan daerah.

4.Hasil penelitian terdahulu serta laporan
kajian akademik terkait komoditas talas dan
pengembangan UMKM.

5.Studi kasus dan praktik baik (best practices)
pengembangan produk unggulan daerah
dari berbagai wilayah di Indonesia.

TEKNIK ANALISIS DATA

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi
(content analysis) dengan tahapan sebagai
berikut:

1.Pengumpulan dan reduksi data dari
berbagai sumber yang relevan.

2.Klasifikasi data berdasarkan tema utama,
yaitu hilirisasi, rantai pasok, standardisasi,
dan pemasaran.

3. Interpretasi data untuk mengidentifikasi
pola permasalahan dan faktor yang
memengaruhi pengembangan talas
sebagai produk unggulan daerah.

4.Penarikan kesimpulan dan penyusunan
rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil
analisis.

Selain itu, digunakan pendekatan analisis
kebijakan (policy analysis) untuk menilai
kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi
ideal dalam pengembangan produk talas, serta
merumuskan alternatif kebijakan yang dapat
diterapkan oleh pemerintah daerah. 

A R T I K E L

32 Buletin Pembangunan Daerah Kota Bogor



PERMASALAHAN

Pengembangan talas sebagai produk unggulan
Kota Bogor masih menghadapi sejumlah
kendala struktural yang saling berkaitan dan
berdampak pada rendahnya nilai tambah
ekonomi.

1.Proses hilirisasi belum berjalan optimal
karena sebagian besar pelaku usaha masih
menggunakan teknologi produksi
sederhana (Nugroho et al., 2021). Kondisi ini
membatasi kapasitas produksi, menjaga
konsistensi kualitas, serta menghambat
kemampuan untuk memenuhi standar
pasar modern.

2.Rantai pasok talas belum terintegrasi
dengan baik. Hubungan antara petani dan
pelaku usaha pengolahan masih bersifat
informal sehingga pasokan bahan baku
cenderung tidak stabil, baik dari sisi
kuantitas maupun kualitas. Ketidakterikatan
kontraktual juga menyebabkan fluktuasi
harga yang berdampak pada ketidakpastian
usaha (Santoso & Widodo, 2020).

3.Aspek standardisasi dan legalitas produk
masih menjadi hambatan signifikan.
Rendahnya kepemilikan sertifikasi seperti
izin edar dan sertifikat halal dipengaruhi
oleh keterbatasan informasi, biaya, serta
minimnya pendampingan teknis, sehingga
membatasi akses ke pasar yang lebih luas
(Hidayat & Taufik, 2021).

4.Strategi pemasaran dan branding belum
terkoordinasi secara kolektif (Muharam et al.,
2023). Promosi masih dilakukan secara
individual oleh pelaku usaha sehingga
belum membentuk identitas merek “Talas
Bogor” yang kuat. Selain itu, pemanfaatan
pemasaran digital masih terbatas, terutama
pada UMKM berskala kecil.

Secara keseluruhan, permasalahan tersebut
menunjukkan adanya kesenjangan antara
potensi komoditas talas dengan tingkat
pengembangannya. Tanpa intervensi kebijakan
yang terarah dan terintegrasi, pengembangan
talas sebagai produk unggulan daerah berisiko
tidak berkembang secara optimal dan
kehilangan peluang untuk menjadi sumber
pertumbuhan ekonomi lokal yang
berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa
pengembangan talas sebagai produk unggulan
memiliki potensi ekonomi yang signifikan,
terutama didukung oleh permintaan pasar
pada sektor pariwisata dan oleh-oleh khas
daerah. Namun, optimalisasi potensi tersebut
sangat bergantung pada penguatan empat
aspek utama dalam rantai nilai.

1. Meningkatkan Kapasitas Produksi Melalui
Adopsi Teknologi Pengolahan
Peningkatan kapasitas produksi melalui adopsi
teknologi pengolahan yang lebih modern
menjadi kebutuhan mendesak untuk
meningkatkan efisiensi dan konsistensi kualitas
produk. Intervensi pemerintah dalam bentuk
fasilitasi alat produksi dan pelatihan teknis
menjadi krusial untuk mempercepat
transformasi ini.

2. Penguatan Rantai Pasok
Penguatan rantai pasok perlu diarahkan pada
pembentukan sistem kemitraan yang lebih
terstruktur antara petani dan pelaku usaha.
Model kemitraan berbasis kontrak atau sentra
produksi dapat mengurangi ketidakpastian
pasokan sekaligus menstabilkan harga bahan
baku.

3. Penguatan Sistem Standardisasi
Penguatan sistem standardisasi diperlukan
untuk meningkatkan akses pasar. Dukungan
terhadap proses sertifikasi, baik melalui subsidi
maupun pendampingan, menjadi instrumen
penting untuk meningkatkan daya saing
produk di pasar modern.

UMKM produk talas di Kota Bogor. (Sumber: isroi.com)
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4.  Penguatan Branding
Penguatan branding kolektif perlu diarahkan
pada pembentukan identitas “Talas Bogor”
sebagai produk khas daerah. Strategi ini harus
didukung oleh promosi terpadu lintas sektor,
termasuk pariwisata dan platform digital.
Penguatan branding tidak hanya berfokus pada
logo atau kemasan, tetapi juga pada
pembangunan citra produk yang konsisten,
berkualitas, dan memiliki cerita (storytelling)
yang melekat pada identitas Kota Bogor.
Pengalaman dari beberapa daerah di Indonesia
menunjukkan bahwa penguatan branding
yang terintegrasi dengan karakteristik wilayah
mampu meningkatkan daya saing produk di
pasar yang lebih luas, seperti pada komoditas
kopi di Jawa Barat yang berhasil membangun
citra berbasis asal produk (geographical
identity) dan meningkatkan nilai jual secara
signifikan.

5. Kebijakan Lintas Sektor
Keberhasilan hilirisasi sangat ditentukan oleh
integrasi kebijakan lintas sektor yang mampu
menyatukan aspek produksi, distribusi, dan
pemasaran dalam satu ekosistem
pengembangan UMKM. Kebijakan ini perlu
melibatkan kolaborasi antara pemerintah
daerah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan
sektor pariwisata agar tercipta sistem yang
saling mendukung. Pengalaman dari daerah
lain menunjukkan bahwa keberhasilan hilirisasi
komoditas tidak hanya ditentukan oleh
intervensi satu sektor, tetapi melalui sinergi
kebijakan yang konsisten. Sebagai contoh,
pengembangan kakao di Sulawesi berhasil
meningkatkan nilai tambah produk karena
adanya integrasi kebijakan antara sektor
pertanian, industri pengolahan, dan
perdagangan, yang didukung oleh akses
pembiayaan serta peningkatan kapasitas
petani dan pelaku usaha.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

 Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi
kebijakan difokuskan pada langkah operasional
yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah
dan pemangku kepentingan untuk
mempercepat penguatan hilirisasi produk talas.

Jangka Pendek (0-1 Tahun)
1.Pemerintah daerah perlu memberikan

insentif berupa subsidi dan pendampingan
dalam proses sertifikasi halal, izin edar, dan
standar keamanan pangan untuk
memperluas akses pasar UMKM.

2.Program peningkatan kapasitas SDM perlu
difokuskan pada pelatihan kewirausahaan,
manajemen usaha, dan digitalisasi
pemasaran yang dilakukan secara
berkelanjutan dan terukur.

Jangka Menengah (1-3 Tahun)
1.Dinas Pertanian dan Dinas Koperasi dan

UMKM perlu memfasilitasi pembentukan
kemitraan formal antara petani talas dan
pelaku usaha melalui koperasi atau skema
kontrak produksi guna menjamin stabilitas
pasokan bahan baku.

2.Pengembangan branding kolektif “Talas
Bogor” perlu dilakukan secara terintegrasi
melalui kolaborasi pemerintah, pelaku
usaha, dan sektor pariwisata, termasuk
pemanfaatan digital marketing sebagai
media promosi utama

Jangka Panjang (3-5 Tahun)
Pemerintah Kota Bogor melalui dinas terkait
perlu membangun fasilitas produksi bersama
(shared production facilities) yang dapat
diakses UMKM untuk meningkatkan efisiensi
dan kualitas produk olahan talas.

Pelatihan Terintegrasi UMKM Produktif oleh Dinas
KUKMDagin Kota Bogor. (Sumber: solusi.kotabogor.go.id)
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A R T I K E L

KESIMPULAN

Pengembangan talas sebagai produk unggulan
Kota Bogor memiliki potensi besar dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
berbasis UMKM dan agroindustri, namun masih
menghadapi tantangan utama pada aspek
hilirisasi, integrasi rantai pasok, standardisasi
produk, dan penguatan branding. Kajian ini
menunjukkan bahwa peningkatan nilai tambah
produk talas tidak hanya ditentukan oleh aspek
produksi, tetapi memerlukan penguatan
ekosistem usaha yang terintegrasi dari hulu
hingga hilir, termasuk dukungan kebijakan
lintas sektor yang melibatkan pemerintah,
pelaku usaha, dan pemangku kepentingan
lainnya. Dengan penguatan tersebut, talas
Bogor berpotensi berkembang menjadi produk
agroindustri unggulan yang berdaya saing
serta mampu memperkuat identitas Kota
Bogor sebagai pusat kuliner khas daerah.
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Dari Kota Hujan ke
Kota Cerdas :
Implementasi Smart City
Kota Bogor

Penulis : Arliyah - Bapperida Kabupaten Belitung Timur

erkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah daerah untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui konsep smart city. Kota
Bogor sebagai salah satu kota penyangga ibu kota menerapkan berbagaiP

inovasi untuk mewujudkan transformasi dari “Kota Hujan” menuju kota cerdas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji inovasi pemerintahan Kota Bogor
dalam penerapan konsep smart city dengan menggunakan pendekatan
deskriptif kualitatif berdasarkan data primer dan sekunder masih menjadi
hambatan implementasi smart city secara optimal.
Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik, pengembangan
command center, dan inovasi transportasi berbasis teknologi telah
meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik di Kota Bogor.
Namun, tantangan berupa kemacetan, keterbatasan infrastruktur digital, dan
rendahnya literasi teknologi.
Kesimpulannya, inovasi pemerintahan Kota Bogor berperan penting dalam
mendukung terwujudnya kota cerdas yang lebih efektif, modern, dan
berkelanjutan.

Kata kunci: smart city, inovasi pemerintahan, Kota Bogor, pelayanan publik
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PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi pada era digital telah membawa
perubahan besar dalam berbagai aspek
kehidupan masyarakat, termasuk dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemerintah dituntut untuk mampu
menghadirkan pelayanan publik yang efektif,
efisien, transparan, dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat. Dalam konteks
tersebut, konsep smart city atau kota cerdas
menjadi salah satu pendekatan strategis yang
diterapkan oleh berbagai daerah untuk
meningkatkan kualitas tata kelola
pemerintahan dan pembangunan perkotaan
secara berkelanjutan.

Konsep smart city menekankan pemanfaatan
teknologi informasi, inovasi, dan integrasi
sistem dalam mendukung pengelolaan kota
yang lebih modern dan adaptif. Penerapan
konsep ini tidak hanya berorientasi pada
penggunaan teknologi digital, tetapi juga pada
peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui
pelayanan publik yang lebih baik, sistem
transportasi yang tertata, lingkungan yang
berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat
dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu,
pembangunan kota cerdas menjadi salah satu
solusi dalam menghadapi berbagai persoalan
perkotaan yang semakin kompleks akibat
pertumbuhan penduduk dan urbanisasi.

Di Indonesia, implementasi konsep smart city
berkembang cukup pesat seiring
meningkatnya tantangan perkotaan, seperti
kemacetan lalu lintas, pencemaran lingkungan,
keterbatasan infrastruktur, serta meningkatnya
kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan
publik yang cepat dan transparan. Pemerintah
daerah dituntut untuk mampu menghadirkan
inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
agar pelayanan publik dapat dilakukan secara
lebih efektif dan efisien. Salah satu daerah yang
aktif mengembangkan konsep kota cerdas
adalah Kota Bogor.

Kota Bogor dikenal sebagai “Kota Hujan”
karena memiliki curah hujan yang tinggi serta
kondisi geografis yang khas. Selain memiliki
nilai historis dan budaya yang kuat, Kota Bogor 

juga memiliki posisi strategis sebagai salah satu
kota penyangga ibu kota dalam kawasan
metropolitan Jabodetabek. Tingginya mobilitas
masyarakat menjadikan Kota Bogor
menghadapi berbagai persoalan perkotaan,
seperti kemacetan lalu lintas, peningkatan
volume sampah, kebutuhan pelayanan
administrasi yang semakin kompleks, serta
tantangan pengelolaan lingkungan perkotaan.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut,
Pemerintah Kota Bogor melakukan
transformasi tata kelola pemerintahan melalui
penerapan berbagai inovasi berbasis teknologi
informasi. Salah satu langkah yang dilakukan
adalah pengembangan sistem pemerintahan
berbasis elektronik (electronic government atau
e-government) yang memungkinkan
pelayanan publik dilakukan secara digital.
Melalui sistem ini, masyarakat dapat
mengakses berbagai layanan administrasi,
seperti perizinan, administrasi kependudukan,
pembayaran pajak daerah, dan layanan
pengaduan masyarakat secara daring.
Digitalisasi pelayanan publik tersebut
menunjukkan adanya perubahan pola
pelayanan dari sistem konvensional menuju
pelayanan berbasis teknologi.

Selain digitalisasi pelayanan publik, Pemerintah
Kota Bogor juga mengembangkan pusat
kendali kota (command center) sebagai bagian
dari implementasi smart city. Pusat kendali ini
berfungsi untuk memantau berbagai aktivitas
perkotaan secara real-time, seperti kondisi lalu
lintas, keamanan wilayah, serta penanganan
situasi darurat dan bencana. Pengembangan
sistem pengawasan berbasis teknologi tersebut
membantu pemerintah dalam meningkatkan
efektivitas pengelolaan kota dan mempercepat
proses pengambilan keputusan.

Dalam bidang transportasi dan lingkungan,
Pemerintah Kota Bogor juga melakukan
berbagai inovasi guna meningkatkan kualitas
hidup masyarakat. Penataan transportasi
umum, pengembangan fasilitas pedestrian,
serta program penghijauan dan pengelolaan
sampah menjadi bagian dari upaya pemerintah
dalam menciptakan kota yang lebih tertib,
nyaman, dan berkelanjutan.

A R T I K E L
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Dengan demikian, pembangunan kota cerdas
di Kota Bogor tidak hanya berorientasi pada
kemajuan teknologi, tetapi juga pada
pembangunan lingkungan perkotaan yang
sehat dan ramah masyarakat.

Keberhasilan implementasi konsep smart city
tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi
dan infrastruktur, tetapi juga oleh partisipasi
masyarakat dalam mendukung program
pembangunan daerah. Oleh karena itu,
Pemerintah Kota Bogor berupaya membangun
komunikasi publik yang lebih terbuka melalui
berbagai platform digital agar masyarakat
dapat menyampaikan aspirasi, kritik, maupun
laporan terkait pelayanan publik secara
langsung. Keterlibatan masyarakat menjadi
faktor penting dalam menciptakan tata kelola
pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan
responsif.

Meskipun demikian, implementasi konsep
smart city di Kota Bogor masih menghadapi
berbagai tantangan, seperti kemacetan lalu
lintas, keterbatasan infrastruktur digital, belum
optimalnya integrasi data antarinstansi
pemerintah, serta rendahnya literasi digital
sebagian masyarakat. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa pembangunan kota
cerdas memerlukan dukungan kebijakan yang
berkelanjutan, penguatan sumber daya
manusia, serta sinergi antara pemerintah dan
masyarakat.

Berbagai penelitian mengenai smart city telah
banyak dilakukan, namun kajian yang secara
khusus membahas inovasi pemerintahan Kota
Bogor dalam perspektif tata kelola
pemerintahan daerah masih relatif terbatas.
Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan
untuk memahami bagaimana inovasi
pemerintahan diterapkan dalam mendukung
transformasi Kota Bogor menuju kota cerdas,
serta dampaknya terhadap peningkatan
kualitas pelayanan publik dan pembangunan
perkotaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji inovasi
pemerintahan Kota Bogor dalam mewujudkan
konsep smart city melalui penerapan teknologi
informasi, pengembangan pelayanan publik
berbasis digital, serta berbagai kebijakan
pembangunan perkotaan yang berorientasi
pada efektivitas, keberlanjutan, dan
kesejahteraan masyarakat.

PENDEKATAN KAJIAN 

Kajian mengenai inovasi pemerintahan Kota
Bogor dalam mewujudkan konsep smart city
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
Pendekatan ini digunakan untuk memahami
secara mendalam proses transformasi
pemerintahan daerah melalui penerapan
teknologi informasi dan berbagai inovasi
pelayanan publik. Metode deskriptif bertujuan
menggambarkan fenomena yang terjadi secara
sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan
kondisi yang ada di lapangan. Dalam penelitian
ini, fokus kajian diarahkan pada kebijakan
pemerintah daerah, implementasi program
kota cerdas, serta dampaknya terhadap kualitas
pelayanan publik dan kehidupan masyarakat.
Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu
memberikan pemahaman yang lebih
komprehensif mengenai dinamika
penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai
faktor yang memengaruhi keberhasilan inovasi
daerah. Dengan pendekatan tersebut,
penelitian dapat menganalisis hubungan
antara teknologi, tata kelola pemerintahan, dan
partisipasi masyarakat dalam mendukung
terwujudnya Kota Bogor sebagai kota cerdas
yang modern dan berkelanjutan.

Ilustrasi Smart City. (Sumber: canva.com)
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Kondisi tersebut tidak hanya menghambat
mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak
pada meningkatnya polusi udara dan
menurunnya kualitas lingkungan perkotaan.

Selain persoalan transportasi, penerapan
layanan berbasis digital juga masih
menghadapi kendala dalam aspek literasi
teknologi masyarakat. Tidak seluruh
masyarakat memiliki kemampuan dan akses
yang memadai dalam memanfaatkan layanan
digital yang disediakan pemerintah daerah.
Sebagian masyarakat, khususnya kelompok
lanjut usia dan masyarakat dengan
keterbatasan akses internet, masih mengalami
kesulitan dalam menggunakan layanan
administrasi berbasis daring. Kondisi ini
menyebabkan pemanfaatan sistem digital
belum dapat dirasakan secara merata oleh
seluruh lapisan masyarakat.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah
keterbatasan infrastruktur teknologi informasi
dan integrasi data antarinstansi pemerintahan.
Implementasi smart city membutuhkan sistem
data yang terintegrasi agar pelayanan publik
dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat
kendala koordinasi antarorganisasi perangkat
daerah sehingga pertukaran data dan informasi
belum sepenuhnya optimal. Selain itu,
keterbatasan sumber daya manusia yang
memiliki kompetensi di bidang teknologi
informasi juga menjadi hambatan dalam
pengembangan sistem pemerintahan berbasis
digital.

SUMBER DATA

Sumber data dalam kajian ini terdiri atas data
primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh melalui pengamatan terhadap
berbagai inovasi pelayanan publik dan
implementasi program smart city yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor. Selain
itu, data primer juga dapat diperoleh melalui
wawancara atau dokumentasi terkait kebijakan
dan program pemerintah daerah. Sementara
itu, data sekunder diperoleh dari berbagai
sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah,
artikel penelitian, dokumen resmi pemerintah,
peraturan daerah, serta informasi dari situs
resmi Pemerintah Kota Bogor yang berkaitan
dengan konsep kota cerdas dan inovasi
pemerintahan. Penggunaan data sekunder
bertujuan untuk memperkuat analisis serta
memberikan landasan teoritis yang relevan
terhadap kajian yang dilakukan. Dengan
memanfaatkan kedua sumber data tersebut,
penelitian diharapkan mampu menghasilkan
pembahasan yang objektif, sistematis, dan
sesuai dengan fakta yang terjadi dalam
pelaksanaan inovasi pemerintahan di Kota
Bogor.

PERMASALAHAN

Meskipun Pemerintah Kota Bogor telah
melakukan berbagai inovasi dalam penerapan
konsep smart city, pelaksanaannya masih
menghadapi sejumlah tantangan yang cukup
kompleks. Berbagai permasalahan tersebut
berkaitan dengan aspek transportasi,
infrastruktur teknologi, lingkungan, sumber
daya manusia, serta partisipasi masyarakat
dalam mendukung transformasi kota cerdas.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi
Kota Bogor adalah kemacetan lalu lintas.
Sebagai salah satu kota penyangga Jakarta
dalam kawasan metropolitan Jabodetabek,
Kota Bogor memiliki tingkat mobilitas
masyarakat yang tinggi. Pertumbuhan jumlah
kendaraan bermotor yang terus meningkat
tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang
tersedia sehingga menyebabkan kepadatan
lalu lintas, terutama pada jam sibuk dan akhir
pekan.

Kemacetan di Kota Bogor. (sumber: sindonews.com)
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Di bidang lingkungan, Kota Bogor menghadapi
tantangan terkait pengelolaan sampah,
drainase, dan potensi banjir. Pertumbuhan
jumlah penduduk dan aktivitas perkotaan
menyebabkan volume sampah terus
meningkat setiap tahun. Di sisi lain, curah hujan
yang tinggi menjadikan beberapa wilayah
rawan mengalami genangan apabila sistem
drainase tidak berfungsi secara optimal.
Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa
pembangunan kota cerdas tidak hanya
membutuhkan dukungan teknologi, tetapi juga
pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
dan partisipasi aktif masyarakat.

Selain faktor teknis, keberhasilan implementasi
smart city juga dipengaruhi oleh tingkat
partisipasi masyarakat. Meskipun pemerintah
telah menyediakan berbagai platform digital
untuk komunikasi publik, masih terdapat
sebagian masyarakat yang belum aktif
memanfaatkan layanan tersebut. Rendahnya
partisipasi masyarakat dalam menyampaikan
aspirasi maupun pengawasan terhadap
pelayanan publik menyebabkan komunikasi
antara pemerintah dan masyarakat belum
berjalan secara maksimal.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan
bahwa implementasi konsep smart city di Kota
Bogor masih memerlukan penguatan
kebijakan, peningkatan kualitas infrastruktur,
pengembangan sumber daya manusia, serta
peningkatan literasi digital masyarakat. Oleh
karena itu, diperlukan sinergi antara
pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak
terkait agar transformasi Kota Bogor menuju
kota cerdas dapat berjalan secara optimal,
inklusif, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Kota Bogor menuju kota cerdas
menunjukkan adanya perubahan dalam sistem
tata kelola pemerintahan yang semakin
modern dan berbasis teknologi informasi.
Penerapan konsep smart city dilakukan sebagai
upaya pemerintah daerah dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik,
efektivitas birokrasi, serta mengatasi berbagai
persoalan perkotaan. 

Dalam implementasinya, pembangunan kota
cerdas di Kota Bogor dapat dianalisis melalui
beberapa dimensi utama, yaitu smart
governance, smart mobility, smart
environment, dan smart people.

1. Smart Governance

Dimensi smart governance terlihat dari
penerapan sistem pemerintahan berbasis
elektronik (e-government) dalam pelayanan
publik. Pemerintah Kota Bogor
mengembangkan berbagai layanan
administrasi digital yang memungkinkan
masyarakat mengakses pelayanan secara
daring, seperti perizinan, administrasi
kependudukan, pembayaran pajak daerah, dan
layanan pengaduan masyarakat. Digitalisasi
pelayanan tersebut memberikan kemudahan
bagi masyarakat karena proses administrasi
menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan.

Penerapan sistem digital juga membantu
meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.
Proses pelayanan yang dilakukan secara
elektronik dapat dipantau secara lebih terbuka
sehingga mengurangi praktik birokrasi yang
tidak efisien. Selain itu, pengelolaan data
masyarakat menjadi lebih terstruktur dan
mendukung proses pengambilan kebijakan
yang lebih tepat sasaran. Hal ini menunjukkan
bahwa pemanfaatan teknologi informasi
berperan penting dalam menciptakan tata
kelola pemerintahan yang responsif dan
modern.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola
pemerintahan, Pemerintah Kota Bogor juga
mengembangkan pusat kendali kota
(command center). Sistem ini berfungsi untuk
memantau berbagai aktivitas perkotaan secara
real-time, seperti kondisi lalu lintas, keamanan
wilayah, dan situasi darurat. Melalui integrasi
data dan teknologi pengawasan, pemerintah
dapat mengambil keputusan secara lebih cepat
dan efektif dalam menangani persoalan
perkotaan.

A R T I K E L
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3. Smart Environment

Pembangunan kota cerdas di Kota Bogor tidak
hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga
memperhatikan aspek keberlanjutan
lingkungan. Sebagai kota dengan curah hujan
tinggi, Bogor menghadapi tantangan terkait
pengelolaan sampah, drainase, dan potensi
banjir. Oleh karena itu, pemerintah daerah
berupaya menjaga keseimbangan antara
pembangunan kota dan kelestarian
lingkungan.

Berbagai program dilakukan, seperti
penyediaan ruang terbuka hijau, penghijauan
kota, serta pengelolaan sampah berbasis
masyarakat. Pemerintah juga mendorong
partisipasi masyarakat dalam menjaga
kebersihan lingkungan melalui edukasi dan
program pengelolaan sampah terpadu. Upaya
tersebut menunjukkan bahwa pembangunan
kota cerdas tidak hanya bertujuan
meningkatkan efisiensi pemerintahan, tetapi
juga menciptakan lingkungan perkotaan yang
sehat dan nyaman.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam
pengelolaan lingkungan turut membantu
pemerintah dalam melakukan pemantauan
kondisi kota dan penanganan persoalan
lingkungan secara lebih cepat. Dengan
demikian, konsep smart environment menjadi
bagian penting dalam mendukung
pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

2. Smart Mobility

Permasalahan kemacetan menjadi salah satu
tantangan utama Kota Bogor sebagai kota
penyangga kawasan metropolitan
Jabodetabek. Tingginya mobilitas masyarakat
dan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor
menyebabkan kepadatan lalu lintas masih
sering terjadi, terutama pada jam sibuk dan
akhir pekan.

Dalam mengatasi persoalan tersebut,
Pemerintah Kota Bogor melakukan berbagai
inovasi di bidang transportasi. Upaya yang
dilakukan antara lain penataan jalur
transportasi umum, pengembangan fasilitas
pedestrian, dan penerapan sistem informasi
lalu lintas berbasis teknologi. Kebijakan
tersebut bertujuan untuk meningkatkan
kualitas mobilitas masyarakat serta
menciptakan sistem transportasi yang lebih
tertib, aman, dan nyaman.

Meskipun kemacetan belum dapat diatasi
sepenuhnya, penerapan konsep smart mobility
menunjukkan adanya komitmen pemerintah
dalam membangun sistem transportasi
perkotaan yang lebih modern dan
berkelanjutan. Pengembangan transportasi
berbasis teknologi juga menjadi langkah
penting dalam mendukung efisiensi aktivitas
masyarakat dan mengurangi dampak negatif
terhadap lingkungan.

Lapangan Sempur Kota Bogor. (Sumber: tripadvisor.com)
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4. Smart People dan Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan implementasi smart city sangat
dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat
dalam mendukung program pemerintah
daerah. Pemerintah Kota Bogor berupaya
membangun komunikasi publik yang lebih
terbuka melalui berbagai platform digital
sebagai sarana penyampaian aspirasi, kritik,
dan laporan masyarakat.

Kehadiran layanan pengaduan berbasis digital
membantu pemerintah mengetahui berbagai
permasalahan yang terjadi di lapangan secara
lebih cepat. Selain itu, masyarakat menjadi
lebih mudah mengakses informasi terkait
kebijakan dan pelayanan publik. Kondisi
tersebut menunjukkan adanya peningkatan
hubungan antara pemerintah dan masyarakat
dalam proses pembangunan daerah.

Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam
pemanfaatan layanan digital masih
menghadapi kendala, terutama terkait
rendahnya literasi digital pada sebagian
masyarakat. Kelompok lanjut usia dan
masyarakat dengan keterbatasan akses
internet masih mengalami kesulitan dalam
menggunakan layanan berbasis teknologi. Oleh
karena itu, peningkatan edukasi dan literasi
digital menjadi langkah penting agar
implementasi kota cerdas dapat berjalan secara
lebih inklusif.

5.Tantangan Implementasi Smart City

Meskipun berbagai inovasi telah dilakukan,
implementasi konsep smart city di Kota Bogor
masih menghadapi sejumlah tantangan.
Permasalahan utama meliputi kemacetan lalu
lintas, keterbatasan infrastruktur digital, belum
optimalnya integrasi data antarinstansi
pemerintah, serta keterbatasan sumber daya
manusia di bidang teknologi informasi.

Selain itu, pengembangan sistem
pemerintahan berbasis digital membutuhkan
dukungan infrastruktur yang memadai dan
koordinasi antarorganisasi perangkat daerah
yang lebih kuat. Tanpa integrasi sistem yang
baik, pelayanan publik belum dapat berjalan
secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah
daerah perlu terus melakukan evaluasi dan
pengembangan inovasi secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implementasi konsep
smart city di Kota Bogor menunjukkan
perkembangan yang cukup signifikan dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
tata kelola pemerintahan daerah. Pemanfaatan
teknologi informasi telah membantu
pemerintah menciptakan pelayanan yang lebih
efektif, transparan, dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat. Meskipun masih
menghadapi berbagai tantangan, transformasi
Kota Bogor menuju kota cerdas menunjukkan
komitmen pemerintah dalam mewujudkan
kota yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Acara Smart City Talk Kota Bogor.
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Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut, Kota
Bogor diharapkan mampu memperkuat
implementasi smart city serta mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang modern, inklusif, dan
berdaya saing.

KESIMPULAN

Transformasi Kota Bogor dari “Kota Hujan”
menuju “Kota Cerdas” menunjukkan upaya nyata
pemerintah daerah dalam memanfaatkan
teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas
tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Penerapan konsep smart city melalui sistem e-
government telah mempermudah masyarakat
dalam mengakses layanan administrasi secara
lebih cepat, mudah, dan transparan. Selain itu,
pengembangan command center membantu
pemerintah memantau kondisi kota secara real-
time sehingga pengambilan keputusan dapat
dilakukan lebih efektif dan responsif.

Inovasi juga dilakukan pada sektor transportasi
dan lingkungan melalui penataan transportasi
umum, pengembangan fasilitas pedestrian,
program penghijauan, serta pengelolaan
sampah berbasis masyarakat. Upaya tersebut
menunjukkan bahwa pembangunan kota cerdas
tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga
pada peningkatan kualitas hidup dan
keberlanjutan lingkungan.

Namun, implementasi smart city di Kota Bogor
masih menghadapi berbagai tantangan, seperti
kemacetan lalu lintas, keterbatasan infrastruktur
digital, belum optimalnya integrasi data
antarinstansi, serta rendahnya literasi digital
sebagian masyarakat. Oleh karena itu,
keberhasilan pembangunan kota cerdas
memerlukan dukungan infrastruktur yang
memadai, peningkatan kapasitas sumber daya
manusia, serta partisipasi aktif masyarakat.

Secara keseluruhan, inovasi pemerintahan Kota
Bogor menunjukkan bahwa pemanfaatan
teknologi dapat mendukung terciptanya
pemerintahan yang lebih efektif, modern, dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan komitmen pemerintah dan
pengembangan inovasi yang berkelanjutan, Kota
Bogor memiliki potensi menjadi kota cerdas
yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.

A R T I K E L

REKOMENDASI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil kajian mengenai inovasi
pemerintahan Kota Bogor dalam mewujudkan
konsep smart city, terdapat beberapa
rekomendasi yang dapat dilakukan untuk
mendukung efektivitas pembangunan kota
cerdas secara berkelanjutan.
1. Penguatan Infrastruktur Digital
Pemerintah Kota Bogor perlu meningkatkan
kualitas infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi, termasuk jaringan internet, sistem
data terintegrasi, dan fasilitas digital di ruang
publik. Integrasi data antarorganisasi perangkat
daerah penting dilakukan agar pelayanan publik
menjadi lebih cepat, efektif, dan akurat. 
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia
Pemerintah perlu meningkatkan kompetensi
aparatur sipil negara melalui pelatihan di bidang
teknologi informasi, pengelolaan data, dan
pelayanan digital. Selain itu, edukasi literasi
digital kepada masyarakat juga perlu diperluas
agar seluruh lapisan masyarakat mampu
memanfaatkan layanan berbasis teknologi
secara optimal. 
3. Penguatan Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat perlu terus ditingkatkan
melalui penyediaan platform komunikasi publik
yang mudah diakses, responsif, dan transparan.
Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan,
evaluasi, dan penyampaian aspirasi terkait
pelayanan publik sehingga tercipta tata kelola
pemerintahan yang partisipatif.
4. Pengembangan Transportasi dan Ligkungan
Berkelanjutan
Pemerintah Kota Bogor perlu melanjutkan
pengembangan transportasi umum yang
modern dan ramah lingkungan, serta
memperluas fasilitas pedestrian dan ruang
terbuka hijau. Program pengelolaan sampah
berbasis masyarakat dan pengendalian banjir
juga perlu diperkuat untuk menciptakan
lingkungan perkotaan yang sehat dan
berkelanjutan.
5. Evaluasi dan Inovasi Berkelanjutan
Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi
secara berkala terhadap program smart city yang
telah diterapkan. Perkembangan teknologi dan
kebutuhan masyarakat yang terus berubah
menuntut pemerintah untuk terus
menghadirkan inovasi pelayanan publik yang
adaptif, efektif, dan berorientasi pada
kesejahteraan masyarakat. 43Vol. 5 No. 2 Tahun 2026



Mengawal
Transparansi &
Partisipasi Publik 
Advokasi Kebijakan melalui Implementasi
Program Review di Kota Bogor Tahun 2026

Penulis : Irma Arlini Dewi, S.T.P., M.Sc. - Bapperida Kota Bogor & Fuadi Hanif, S.Stat. - Kemendagri

ota Bogor mencatatkan langkah
progresif dalam tata kelola
pemerintahan dengan mengadopsi me-K

tode “Program Review” sebagai alat evaluasi
kebijakan yang partisipatif. Kegiatan yang
berlangsung di Ruang Rapat Paseban Sri
Baduga, pada tanggal 8 April 2026 ini, menjadi
momentum penting bagi Pemerintah Kota
(Pemkot) Bogor dalam memastikan setiap
rupiah anggaran memberikan dampak nyata
bagi Masyarakat. Kegiatan ini merupakan
Kerjasama BSKDN Kemendagri melalui Pusat
Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan
Pelayanan Pubik dengan Pemerintah Kota
Bogor melalui Badan Perencanaan
Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota
Bogor, dengan dibantu oleh perangkat daerah
terkait. 
Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan
implementasi metode yang mereplikasi konsep
Sortir Program dari Jepang ini pada dua proyek 

percontohan, yaitu Program Pelatihan UMKM
dan Program Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Jaminan Kesehatan Daerah. Evaluasi
melibatkan qualitative judgement sampling
melalui 30 warga penilai dari 6 kecamatan yang
bertindak sebagai "hakim" kebijakan. Hasil
rekapitulasi dari 29 warga yang hadir
menunjukkan mayoritas menilai kedua
program tersebut masih memerlukan
perbaikan. Catatan kritis warga berfokus pada
minimnya sosialisasi lapangan dan perlunya
pendampingan lanjutan untuk UMKM, serta
pentingnya akurasi data kemiskinan dan
mitigasi dampak penonaktifan keanggotaan
PBI. Program ini menyimpulkan bahwa
pelibatan aktif masyarakat mampu mendorong
efisiensi anggaran, transparansi, serta
mewujudkan pembangunan yang berpusat
pada masyarakat (people-centered
development). 
Kata Kunci : Program Review, Partisipasi Publik, Evaluasi
Kebijakan, Tata Kelola Pemerintahan

Program Review Kebijakan Kota Bogor.

A R T I K E L
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A R T I K E L

Kedua program rutin ini diuji secara kritis untuk
memetakan kendala teknis dan sosial, seperti
minimnya sosialisasi lapangan berbasis non-
digital, keterbatasan pendampingan usaha
lanjutan, hingga problem akurasi data
kemiskinan warga kurang mampu. 

Oleh karena itu, penulisan artikel ini bertujuan
untuk menjelaskan bagaimana proses
implementasi metode Program Review
berjalan sebagai instrumen advokasi kebijakan
di Kota Bogor. Selain itu, artikel ini bertujuan
untuk memaparkan poin-poin kritis hasil
penilaian objektif masyarakat serta
merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis
bukti (evidence-based policy) demi
mewujudkan efisiensi anggaran daerah,
peningkatan kapasitas aparat, dan
pembangunan pelayanan publik yang berpusat
pada masyarakat (people-centered
development).

LATAR BELAKANG

Tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) menuntut adanya transparansi,
akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat
dalam setiap tahapan kebijakan, termasuk
dalam proses evaluasi anggaran daerah.
Selama ini, evaluasi terhadap program-program
pemerintah daerah cenderung bersifat internal
birokrasi, formalitas administratif, dan berfokus
pada penyerapan anggaran secara kuantitatif
(output-oriented). Akibatnya, muncul
permasalahan mendasar di mana program
yang dijalankan secara rutin tahunan sering kali
tidak dievaluasi secara kritis dari sudut
pandang penerima manfaat langsung. Hal ini
berpotensi memicu ketidakefektifan alokasi
anggaran dan ketidaktepatan sasaran program
di lapangan.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut,
Pemerintah Kota Bogor mengambil langkah
progresif pada tahun 2026 dengan mengadopsi
metode "Program Review". Metode ini
direplikasi dari konsep sukses "Sortir Program"
(Jigyo Shiwake) yang dikembangkan oleh
lembaga pemikir Koso Nippon di Jepang sejak
tahun 2002.

Urgensi dari artikel ini terletak pada pentingnya
mendokumentasikan serta menganalisis
transformasi instrumen evaluasi kebijakan di
Indonesia, di mana masyarakat tidak lagi
ditempatkan sebagai objek pasif
pembangunan, melainkan sebagai "hakim"
yang memberikan penilaian kualitatif
mendalam (qualitative judgement sampling)
terhadap kinerja program daerah. Kota Bogor
menjadi lokus krusial sebagai kota pertama di
tahun 2026 yang menerapkan advokasi
kebijakan ini dengan dukungan penuh dari
Anggaran BSKDN Kemendagri. 

Permasalahan nyata yang diangkat dalam
evaluasi ini berfokus pada dua sektor
fundamental yang menyerap anggaran besar
dan bersentuhan langsung dengan hajat hidup
orang banyak, yaitu sektor ekonomi melalui
Program Pelatihan UMKM oleh Dinas
KUKMDagin dan sektor kesehatan melalui
Program Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Jaminan Kesehatan Daerah oleh Dinas
Kesehatan. 

45Vol. 5 No. 2 Tahun 2026

Masyarakat peserta Program Review Kota Bogor.



A R T I K E L

MENGENAL “PROGRAM REVIEW”: INOVASI
DARI NEGERI SAKURA

Konsep “Program Review” ini mengadopsi
secara langsung sistem "Sortir Program" yang
sukses diterapkan di Jepang oleh lembaga
pemikir Koso Nippon, sebagaimana tertuang
dalam panduan teknis evaluasi kebijakan
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
(BSKDN) Kemendagri. Sejak tahun 2002,
metode ini telah membantu 126 pemerintah
daerah di Jepang melakukan penghematan
anggaran hingga 8 Triliun Yen dengan cara
menyeleksi program yang tidak efisien dan
memperbaiki sistem administrasi.

Program review ini kemudian diadopsi oleh
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
(BSKDN) Kemendagri untuk melakukan
evaluasi program-program pemerintah di
Indonesia dengan melibatkan masyarakat
sebagai penilai program. Sejak tahun 2022
hingga 2025, uji coba pelaksanaan Program
Review di berbagai daerah seperti Bantul,
Surabaya, dan Sinjai difasilitasi dan didampingi
oleh Koso Nippon sebelum akhirnya diterapkan
di Kota Bogor pada tahun 2026. .

Kota Bogor merupakan Kota Pertama yang
menjadi lokus pelaksanaan kegiatan Advokasi
Kebijakan melalui Implementasi Program
Review di tahun 2026 yang dibiayai sepenuhnya
oleh Anggaran BSKDN Kemendagri, dengan
tetap melibatkan Koso Nippon sebagai
pendamping. 

Program yang dipilih adalah program yang
memiliki anggaran besar, dilaksanakan secara
rutin, memiliki dampak yang besar bagi
Masyarakat dan atau program yang menjadi
perhatian pemerintah. Berdasarkan hasil
diskusi dengan perangkat daerah terkait dan
Tim BSKDN dan Koso Nippon sebagai
pendamping, maka terpilih 2 program yaitu
Pelatihan UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas
KUKMDagin dan Program Penerima Bantuan
Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Pemda yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Program
Pelatihan UMKM dievaluasi untuk melihat
dampaknya pada para pelaku usaha dan
efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi di Kota Bogor, sementara Program
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan
Kesehatan Pemda dievaluasi untuk meninjau
ketepatan sasaran dan kualitas layanan
kesehatan bagi warga kurang mampu.
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Dalam menjalankan peran sebagai hakim,
Masyarakat dibekali oleh Lembar Informasi
Program (LIP) yang telah disiapkan oleh dinas
pengampu program sejak sepekan sebelum
hari dilaksanakannya proses penilaian.
Masyarakat terpilih juga dihimbau untuk
menambah informasi secara mandiri selama
waktu tersebut dengan mencari informasi
sekunder lainnya dari lingkungan sekitar,
media, maupun sarana informasi lainnya. Pada
hari penilaian, masyarakat terpilih juga
diberikan kesempatan untuk memperhatikan
pemaparan disertai dialog interaktif dengan
Dinas Pengampu Program, sehingga
masyarakat terpilih telah memiliki informasi
yang cukup untuk memberikan penilaian yang
objektif. 

SINERGI ANTAR-LEMBAGA

Kesuksesan implementasi ini didukung oleh
kolaborasi lintas sektor. Badan Strategi
Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri
bertindak sebagai fasilitator teknis dan, Koso
Nippon sebagai pendamping sekaligus
pengamat, sementara Pemkot Bogor
menyiapkan panitia pelaksana dari unsur
Bapperida, Diskominfo, dan Disdukcapil serta
aparat wilayah kecamatan dan kelurahan untuk
menghubungi 30 warga penilai. Evaluasi juga
melibatkan pihak luar yang objektif, seperti
perwakilan dari Kementerian UMKM, Direktorat
Jenderal Kesehatan Lanjutan, hingga tokoh
masyarakat seperti Ketua PWI Kota Bogor,
akademisi dan praktisi ekonomi sebagai
evaluator program.

PERAN STRATEGIS BIDANG RISET DAN
INOVASI DAERAH BAPPERIDA

Dalam implementasi ini, Bidang Riset dan
Inovasi Daerah pada Bapperida memegang
peranan sentral sebagai penggerak utama.
Sesuai tugas dan fungsinya, bidang ini
melakukan analisis kelayakan inovasi dan
mensintesis masukan masyarakat menjadi data
kualitatif yang valid. Hasil penilaian dari warga
tidak hanya berhenti sebagai laporan, tetapi
diolah menjadi rekomendasi kebijakan berbasis
bukti (*evidence-based policy*) untuk perbaikan
program di masa depan.

MASYARAKAT SEBAGAI "HAKIM" KEBIJAKAN

Hal yang membedakan “Program Review” dari
evaluasi internal birokrasi adalah keterlibatan
langsung Masyarakat. Dalam pelaksanaannya
di Kota Bogor, sebanyak 30 orang warga penilai
dipilih secara acak dari 6 kecamatan untuk
memberikan penilaian subjektif namun jujur
terhadap program pemerintah. Pemilihan
warga penilai ini dilaksanakan di setiap
Kecamatan di Kota Bogor, dibantu oleh aparat
wilayah (kecamatan dan kelurahan) dan
dengan memperhitungkan keterwakilan
kelompok masyarakat secara proporsional.
Meskipun secara statistik kuantitatif ukuran ini
belum representatif, pemilihan 30 warga
tersebut mengikuti standar praktik Program
Review di Jepang yang memang menekankan
pada penggunaan ukuran sampel kecil namun
mendalam atau dikenal dengan istilah
qualitative judgement sampling.

Adapun proporsi keterwakilan tersebut
mencakup kelompok masyarakat pelaku
usaha/UMKM sebanyak 1 orang, kelompok
masyarakat penerima manfaat program PBI
Pemda sebanyak 1 orang, dan kelompok
masyarakat umum sebanyak 3 orang. Melalui
komposisi ini, diperoleh 5 warga penilai dari
masing-masing kecamatan dengan total
seluruhnya berjumlah 30 warga penilai.

Sumber data yang digunakan untuk memilih
warga penilai berasal dari perangkat daerah
terkait, yaitu Dinas KUKMDagin untuk data
pelaku UMKM, Dinas Kesehatan untuk data
penerima manfaat PBI Pemda dan data
Pemilih dari Komisi Pemiliham Umum (KPU)
untuk data kelompok Masyarakat umum.
Dalam kegiatan Program Review ini,
Masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek
pembangunan atau sekadar sumber data,
melainkan ditempatkan sebagai "penentu" atau
hakim yang menilai apakah sebuah program
layak dilanjutkan, perlu diperbaiki, atau justru
harus dihentikan. Melalui keterlibatan 30 warga
penilai yang dipilih secara acak, Pemkot Bogor
mendapatkan perspektif yang jujur dan objektif
terkait dampak dan manfaat implementasi
program/kebijakan yang dilaksanakan oleh
Dinas KUKMDagin dan Dinas Kesehatan.  
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3.Satu Data UMKM : Salah seorang Evaluator
menyarankan pembangunan basis data
UMKM tunggal yang digunakan bersama
oleh seluruh OPD agar program
peningkatan kapasitas bisa dilakukan secara
terintegrasi atau "dikeroyok" bersama.

2. Program PBI Jaminan Kesehatan Pemda
(Dinas Kesehatan)

Pada saat pelaksanaan Program Review,
sejumlah 22 dari 29 warga (75.86%)
memberikan penilaian program perlu
diperbaiki dan 7 warga lainnya (24.14%)
menilai program sudah baik. Program ini
dinilai sangat membantu warga miskin, namun
memiliki tantangan besar pada aspek teknis:

1.Akurasi dan Transparansi Data : Warga
menyoroti perlunya validasi data agar
bantuan tepat sasaran. Muncul usulan
untuk menerbitkan daftar penerima PBI di
tingkat RT/RW sebagai bentuk "koreksi
sosial".

2.Sosialisasi Kriteria : Masyarakat masih
bingung mengenai status "Desil" (kelas
sosial) yang menentukan kelayakan
bantuan. Perlu sosialisasi masif mengenai
aplikasi pendukung (seperti aplikasi SOLID)
dan kolaborasi yang lebih kuat antara
Dinkes, Disdukcapil, serta pihak kelurahan.

3.Mitigasi Sosial : Kurangnya sosialisasi terkait
pemutakhiran data PBI disertai kurangnya
mitigasi sosial atas ketidak-tahuan
masyarakat oleh Pemda dapat berpotensi
menjadi gejolak sosial yang
mengkhawatirkan. Perlu disiapkan langkah-
langkah tepat khususnya dalam
penginformasian penonaktifan
keanggotaan kepada masyarakat agar tidak
terjadi “Shock Policy Effect”. 

A R T I K E L

REKAPITULASI HASIL: SUARA WARGA DAN
EVALUATOR

Program Review memiliki prinsip “diskusi
dengan hasil yang jelas”, warga diharuskan
memberikan penilaian konkret melalui 3 pilihan
jawaban yang disertai saran dan catatan
apakah program sudah baik, program perlu
diperbaiki, atau program sebaiknya dihentikan.
Berdasarkan hasil rekapitulasi Program Review
terhadap dua pilot project kebijakan, yaitu
Program Pelatihan UMKM dan Program PBI
Jaminan Kesehatan Pemda, hadir sejumlah 29
dari 30 warga terpilih dan telah melakukan
penilaian dengan mayoritas warga penilai
menyatakan bahwa program perlu diperbaiki.
Berikut adalah poin-poin kritis yang dirangkum

1. Program Pelatihan UMKM (Dinas
KUKMDagin)

Berdasarkan hasil rekapitulasi form penilaian
pada saat pelaksanaan Program Review
tersebut, sejumlah 27 dari 29 warga (93.10%)
memberikan penilaian program perlu
diperbaiki dan 2 warga lainnya (6.90%) menilai
program sudah baik. Secara umum, warga
mengapresiasi keberadaan dan program ini,
namun mencatat beberapa kelemahan
mendasar:

1.Minimnya Sosialisasi: Sosialisasi yang
dilakukan cenderung berbasis sosialisasi
digital. Ada kekhawatiran bahwa program
hanya menyentuh pelaku UMKM yang
melek digital. Perlu ada tim investigasi
lapangan untuk menjangkau pelaku usaha
kecil yang belum tersentuh teknologi,
sehingga peserta pelatihan tidak hanya ‘itu-
itu’ saja.

2.Pendampingan Lanjutan : Warga dan
evaluator menganggap bahwa fokus
program masih terbatas pada jumlah
pelatihan belum sampai melihat progres
perkembangan dari UMKM yang dilatih.
Diperlukan monitoring intensif 3-6 bulan
dan pendampingan UMKM untuk bisa
terhubung ke akses modal dan akses pasar
(market linkage) agar lebih mandiri dan naik
kelas.

Evaluasi warga menunjukkan
bahwa kualitas implementasi

menjadi kunci
keberhasilan program
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DAMPAK DAN HARAPAN KE DEPAN

Melalui advokasi kebijakan ini, Kota Bogor
diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan
utama:

1.Efisiensi Anggaran: Memastikan anggaran
dialokasikan pada program yang benar-
benar bermanfaat

2.Peningkatan Kapasitas Aparat: Mendorong
dinas pengampu (seperti Dinas KUKMDagin
dan Dinas Kesehatan) untuk lebih
transparan dan mampu menjelaskan
program dengan bahasa yang mudah
dipahami warga

3.Kepercayaan Publik : Memperkuat
hubungan antara pemerintah dan warga
melalui keterbukaan informasi dan
pelibatan aktif

Dengan implementasi Program Review, Kota
Bogor tidak hanya mengejar angka-angka
administratif, tetapi bergerak menuju
pelayanan publik yang lebih berpusat pada
masyarakat (people-centered development)

KESIMPULAN

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji
efektivitas, proses pelaksanaan, serta hasil dari
keterlibatan publik dalam evaluasi kebijakan
daerah melalui metode Program Review di
Kota Bogor tahun 2026. Berdasarkan kajian
tersebut, implementasi Program Review
terbukti bukan sekadar formalitas administratif,
melainkan wujud nyata dari keberanian
pemerintah daerah dalam membuka ruang
transparansi anggaran dan mendengarkan
kritik langsung dari masyarakat. Melalui sintesis
rekomendasi dari para pakar serta evaluasi
objektif dari warga, Kota Bogor kini memiliki
landasan kuat untuk menyusun kebijakan
berbasis bukti demi menciptakan pelayanan
publik yang lebih inklusif dan berorientasi pada
kebutuhan nyata masyarakat (people-centered
development).
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Penjelasan Program Review oleh narasumber.
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Masyarakat tidak
lagi menjadi objek
pembangunan,
tetapi menjadi
'hakim' yang menilai
kualitas program
pemerintah.

 Irma Arlini Dewi, S.T.P., M.Sc. (Bapperida Kota Bogor) dan Fuadi Hanif, S.Stat. (Kemendagri)
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